
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR -23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANOUNAN DAE RAH 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

DENOAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsiatensi antara 
perenCanaan, pengonggaran, pelaksanaan dan pengawaaan 
serta sebagai landasan Perubahan KeNjakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Be Ianj a Daerah dan Perubahan 
Pnontas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan 
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 2019, perlu menyusun 
Perubahan Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 
2019;
bahwa berdasarkan kecentuan Pasal 343 ay at (1) Peraturan 
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuaai Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaiuaai Rancangan Perda tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana I^mbangunan Jangka Menengah Daerah. dan 
Rencana Ketja Pemcrintah Daerah bahwa Rencana Keija 
Pemeriniah Daerah, Rencana Keija Pemerintah Daerah dapat 
diubah apebila berdaaarkan haail evaluaei pelaksanaannya 
Haiam tahun beijaJan menunjukkan adanya kebdaksesuaian 
dcngan perkembangan keadaan, meliputi Perkom bangan vang 
ndak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, 
keran^a ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana 
program dan kegiatan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
berkenaan. dan/atau Keadaan yang menyebabkan sakio 
anggaran lebih tahun anggaran sebelumrtya harus digunakan 
untuk tahun beijalan;

c. bahwa
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c. bahwa b^rdasarkan pertimbangan sabagaimana dinmkaud 

dalain huruf a dan huruf b* perlu meneiapkan Peraturan 
Bupati teniang Perubahan Kencana Ketja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;

Mengingat : 1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupacen Dalam Lingkungan 
Propinai Ojawa Tengah (Behta Negara Republik (ndoneeia 
Tahun 1950 Nomor42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
47001;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725|;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah dtubah be be ra pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2010 Nomor 3|.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 119);

9, Peraturan Daerah
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten BoyolaJi Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Leml»ran Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 183):

10- Peraturan Daerah Kabu paten Bc^olali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Haerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 
aebagaimana telah diubali deitgan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Ataa 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Sueunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2019 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 225);

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah 
aebagaimana tclah dmbah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fen tang Pedoman Pengeloiaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan livaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranrangan 
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sena 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Ketja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 550);

14. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 
tentang Rencana Kezja Pemerintah Daerah Provinai Jawa 
Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018 Nomor 66);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Rencana Kejja Pembangunan Daerah Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 15|;

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi serta 
Tala Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) 
aebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ataa Peraturan 
Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMBANOUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl TAHUN 2019.

Paaal 1

Peru bah an Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabu paten Boyolali Tahun
2019, adalah doJcumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk
periode tertentu, lahun anggaran yang dimulai pad a tanggal ditctapkan dan
berakhir pada tanggaJ 31 Desember 2019

Pasal 2

Perubahan Rencana Ketja Pembangunan Dae rah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berfungsi aebagai pedoman untuk:
a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Betanja 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang didahului dengan penyusunan 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

serta Perubahan Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara;
b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan;
c. memadukan dan menstnergikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan 

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; dan
d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2019 oleh seluruh 

pelaku pembangunan.
PasaJ 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, meliputi:
evaluaai hasil pelaksanaan Rencana Keija Pembangunan Daerah tahun 

beijalan aampai dengan Triwulan I dan capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan;
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019; dan 

perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 

2019.
(2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagairoana 

dimaksud pada ayat (1| dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah 

kegiatan sebelum dan sesudah perubahan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah secara terincl tiap Perangkat Daerah sebagsumana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.
Paeal 4...........

a.

b.
c.
d.
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Pasal 4

Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar aetiap ©rang mengeiahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2019

BUPATI BOYOLALI,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal < 2019

SEKRETARIS DAERAH
'EN BOYOLALI,

RURI

jJSENO SAMODRO

Huhum

BERITA DAERAH KABU PATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 13



BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENOAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2019

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU.

Menimbang : a.

b.

bahwa guna menjamln keterkaitan dan konaistenai antara 
perencanaan. penganggaran, pelakaanaan dan pengawaaan 
serta sebagai landaaan Perubahan K^bjjakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peru bah an 
Pnoritas Plafon Anggaran Semcntara uniuk pcnyusunan 
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupatcn Boyolali Tahun 2019, perlu menyuaun 
Perubahan Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 
2019;
bahwa berdasarkan ketenruan PasaJ 343 ay at (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaJuasi Pembangunan 
Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Keija Pemerintah Daerah bahwa Rencana Keija 
Pemerintah Daerah, Rencana Keija Pemerintah Daerah dapat 
diubah apabila berdasarkan hasiJ evaluasi pelaksanaannya 
dalam tahun berj^an menunjukkan adanya keridaksesuoian 
dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkcmbangar yang 
tidak sesuai dengan asumai prioritas pembangunan Daerah, 
kerangka ekonomi Daemh dan keuangan Daerah. rencana 
program dan kcgiatan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
berkenaan. dan/atau Keadaan yang menyebabkan saido 
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harua digunakan 
untuk tahun beijaian;

c. bahwa
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c. bahwa berdaaarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b. pertu menetapkan Peraturan 
Bupati tencang Peru bah an Rencana Kerja Pembangunan 
Dae rah Kabu paten Boyolali Tahun 2019;

Mengingat : I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700J;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2010 Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 
teniang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 119);

9. Peraturan Daerah
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 
ten tang Rencana Pemb^gunan Jangka Menengah Daerah 
Kabu paten EJoyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabu paten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14. Tam bah an 
Lembaran Daerah Kabupalen Boyolalj Nomor 183);
Peraturan Daerah Kabu pa ten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pemi»ntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tam bah an Lembaran Daerah Kabu paten Eioyolali Nomor 183) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupalen 
Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 225];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
leniang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Lvaluaai 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengali Daerah, Serta 
Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Ketja Pemenntah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312]; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Keija Pemenntah Daerah 
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 550);
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 
tentang Rencana Kerja Pemenntah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018 Nomor 66);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Rencana Ketja Pembangunan Daerah Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupalen Boyolali Tahun 2018 Nomor 15); 
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kejja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);



Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TCNTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMBANCUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl TAHUN 2019.

Pasal 1

Peru bah an Ren can a Keija Pembangunan Daerah Kabu paten Boyolali Tahun
2019, adalah dokumen perencanaan pcmbangunan Kabupaten Boyolali untuk
periode tertentu. tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan
berakhir pada tanggaJ 31 Desember 2019

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Rasa! 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang didahului dengan penyusunan 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Semeniara;
b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan:
c- memadukan dan mensinei^kan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan 

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; dan
d. mendukung cerlaksananya pembangunan daerah Tahun 2019 oleh seluruh 

pelaku pembangunan.
Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1. meliputi:
evaluasi hasi) pelaksanaan Rencana Keija Pembangunan Daerah tahun 

beijalan sampai dengan Triwulan 1 dan capaian kineija penyelenggaraan 

pemerintahan;
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019; dan 

perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 

2019.
(2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ay at (1) dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah 

kegiatan sebelum dan seaudah perubahan Rencana Keija Pembangunan 

Daerah secara terinci dap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lam pi ran [ dan Lam pi ran tl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...........

a.

b.
c.
d.
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Pasal 4

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, roeinerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2019

BUPAT! BOYOLAU,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 7 2019

ETARIS DAERAH 
PSTBN BOYOLAU,

ASRURl

BE RITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR ^

Salinan scsuai dengan aalinya

KEPALA BAGIAN HIfKUM SETDA 
KABUPATEN BOYOLAU.

AGNES Sffl/SUK^TININGSIH 
PemBina Tfngkat I 

NIP, 19671102 1994032009
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BAB I
PENDAHULUAH

1.1 Latar Belakang
Rencana Keija Perobangunan Daerah (RKPD) merupakan 

per^abaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 
pnoritaa pembangunan Daerah, serta rencana keija dan 

pendanaan untuk jangka waktu \ (satu) tahun yang diBusun 

dengan berpedoman pada Rencana Keija Pemerintah dan 

program atrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Puaat. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Rencana Kexja Pembangunan Daerah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Peru bah an Ataa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten.

Seauai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dal am 

Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana 

Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan EvaJuaai Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Bvaiuasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paryang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Keija Pemerintah Daerah bahwa perubahan 

RKPD dan Rencana Keija (Renja) perangkat Daerah dapat 

dilakukan apabila berdaaarkan haaiJ evaluaai pelakaanaannya 

dalam tahun beijalan menunjukkan adanya ketidakseauaian 

dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak seauai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 

keuai^an Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 

berkenaan; dan/atau
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b. Keadaan yang menyebabkan aaido anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digun akan untuk tahun 

berjalan.
Selanjutnya d^elaakan bahwa dalam hal teijadi 

penambahan kegiatan bam pada Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Bclanja Daerah (KUAj dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) yang tidak terdapat dalam RKPD, 
perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengaji 
Ketua Dew an PerwakUan Rakyat Daerah (DPRD), Adapun 

ketentuan untuk penambahan kegiatan baru tersebut karena 

terdapat kebijakan nasional atau provinai, keadaan darurat, 
keadaan luar biasa dan perm tab dan peraturan pemndang- 

undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. 
Pemambahan kegiatan bam dalam RKPD ditindaldanjuti 
dengan pembahan dan/atau penambahan kegiatan dalam 

Renatra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja 

Perangkat Daerah.
Perubahan RKPD dapat dilakukan tan pa melalui 

tahapan evaluasi dalam haJ terjadi kebijakan nasional, 
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

ditetapkan.
Pembahan RKPD sebagai mana diuraikan di atas 

melipud perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target penambahan atau pengurangan target kinerja dan 

pagu kegiatan, serta pembahan lokasi dan kelompok sasaran 

kegiatan.
Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2017 dijelaskan pula bahwa dalam hal keadaan darurat 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan peiundang-undangan, 
pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu 

untuk mengatasi keadaan dam rat dimaksud dan selanjutnya 

ditampung rialam Pembahan RKPD Tahun 2019. Perubahan RKPD 

Tahun 2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1) 
Penyusunan Rancangan Pembahan RKPD Tahun 2019; (2) 
Perumusan Rancangan Akhir Pembahan RKPD Tahun 2019; dan 

(3) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2019.
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Rancangan Peru bah an RKPD Tahun 2019 disusun 

berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka 

ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan reaiisaai Renje 

Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwulan I yang diaampaikan 

oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BF3D). 
Kemudian BP3D merumuakan hasil evaluaai ke dalam 

rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019. Selanjutnya aurat 

edaran yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD 

Tahun 2019 diaampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah 

untuk djjadikan sebagai pedoman penyuaunan rancangan 

perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 

2019. Dalam Perumusan -Rancangan Akhir Perubahan RKPD 

Tahun 2019, Kepala BP3D melakukan veriiikaBi terhadap 

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. 
Berdaaarkan rancangan perubahan Rei>ja Perangkat Daerah 

Tahun 2019 yang telah di verifikaai, BP3D raenyempurnakan 

rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi rancangan 

akhir Perubahan RKPD Tahun 2019. Selanjutnya Perubahan 

RKPD Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara, Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siatem Perencanaan 

Pembangunan Naeianal, dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerlntah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupad Boyolali.
Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan RKPD 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019 selanjutnya menjadi landasan 

penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah 

untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 

2019.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan 
perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, sebagai 
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Naatonal;
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Pcrimbangan Keuangan Antaia Pcmcrintah Pusat dan 

Pmerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. aebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluaai Penyelen^araan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Preaiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Ke mi akin an;
10. Peraturan Daerah Pjovinai Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provtnai Jawa Tengah tahun 2005-2025;
11-Peraturan Dearah Provinai Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinai Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinai Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Boyoiali Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali Nomor 4 Tahun 

2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah aebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali Nomor 9 Tahun 

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Boyoiali Tahun 2011-2^^31;
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16. Peraturan Dae rah Kabu paten Boyolali Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016>2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
aebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Peru bah an Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Ferencanaan, PengendaJian Dan Evaluaai 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Peraerintah Daerah,
19-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyuaunan Rencana Keija Pemerintah Daerah 

Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyuaunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2019 aebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 

2019;

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun
2019 adalah;

1. Menyediakan acuan reemi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun
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Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah (Perubahan APBD) yang didahului dengan Penyusunan 

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara 

(Perubahan PPAS); dan

2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Keija 

Organisasi Perangkat Daerah (Peiubahan Rei^ja PD) Tahun 

2018.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019
adalah:
1. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali 

2019 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsl kerangka 

ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD 

dengan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016'2021 sehingga 

tercipta sinergi dalam pelaksanaan perobangunan antar 

wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat 

pemerintahan serta menciptakan eSaienai alokasi sumber day a 

dalam pembangunan da::rah,
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas 

realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai 

dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaufaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
3. Sinkroniaaai dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat. 

provinsi dan daerah yang belura terakomodir pada APBD Tahun 

Anggaran 2019; dan
4. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersiiat sangat 

prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami 
pergeseran anggaran baik dari Pusat maupun Provinsi.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 

2019 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi 
Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, 
dilaksanakan berdaaarkan haail evaluasi pelaksanaan tahun 

beijalan yang menunjukkan adanya keddaksesuaian dengan 

perkembangan meliputi:



1. Ketidaksesuaian dcngan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, 
rencana program dan kegiatan priori tas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan ‘ keadaan luar biasa sebagaimana 

ditetapkan daJam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeaeran kegiatan an tar Ferangkat Daerah, penghapusan 

kegiatan. penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif. 
penambahan atau pengurangan target kineija dan pagu 

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran 

kegiatan ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau 

penambahan kegiatan dalam Renstra Ferangkat Daerah, 
sebagai acuan penyusunan Renja Ferangkat Daerah;

5. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional 

maupun di tingkat pemermtah daerah yang cidak perlu 

merubah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
6. Penambahan program/kegiatan yang bersumber dari 

Bantuen Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2019 dan Dana 

Alokasi Khusua Tahun Anggaran 2019 yang diakomodir 

melalui proses mendahului Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2019;
7. Kegiatan keperluan mendeaak yang telah dianggarkan/ 

diJakeanakan melalui proses mendahului Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2019; dan/atau
8. Penyesuaian atas revisi DPA PD/PPKD triwulan 1 Tahun 

Anggaran 2019.



BAB II
EVALUASl HASiL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN 

KJNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1, Capaian Indikator Kinctja Program Per Urusan

Umuk mclakukan evaluasi kinerja dcngan menilai capaian 

indikator kineija program seauai urusan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, hasil evaluasi dapat dilihat seperii dibawah 

ini.

2.1.1. Urusan W^ib Pelayanan Dasar
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerimahan untuk 

urusan w^ib pelayanan dasar adalah aebagai berikut:
2-1.1.1, Urusan Pendidikan

Sal ah satu hal faktor penentu dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan mendapatkan akses pemerataan ekonomi 
adalah bldang pendidikan. Kuicija pembangunan urusan 

pendidikan terhaciap target RKPD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 ditunjukkan dcngan 17 indikator seperti yang 

tertuang dalaro tabel berikut ini.
Tabel III

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

URUSAN / PROO RAM / 
INDIKATOR KINERJA

TAROST
AKHIR
RPJMD
(2C16-
20211

REALISA
SI TAHUN 

2017
TARGET

2016
REALISASI

(2018}
STATUS

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7
I Layaaaa Unison Wallh T*rtral>

1,1 FendidikAB DI801KBUD
Nilai Angka Panleipa&j
Ka^ar (APK) PAUD u*la 3*
6 tahun

82r00 73,40 78,80 75,22 Z\
Nila: Angka Portiaipaai
Kasar {APK) SD/SDLB/ 
Paket A

102.50

•

99,52 99.60 99,76 z\
NiJai Angka Parti si paai
Kasar (APK) SMP/SMPLB/ 
Paket B

100.20 94.66 96.80 96,45

Nilai Angka Panlalpaai 
Mumi (APM) SD/SDLB/ 
Pakel A

67.50 66,05 66.25 90.33 •

•

#

Nilai Angka Partisipaai 
Mumi (APM) SMP/
SMPL8/Paket Q

75,50 69.13 70,50 74,54

Pcrseniasc pcserta didfk
SD/SDLO nuTUA *iekolah

0.03 0,03 0,03 0,01

Persentase pesena dJdik
SMP/ SMPLB putus
Sckolah

0,15 0,09 0,25 0,01 •



URUSAN/PROORAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
12016-
20211

REALiSA
TAHUN
2017

TARGET
201$

REAtlSASI
(20181

STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7
Pers«ntase lulu^an SO/
»edera]at yang 
mclanjutkan yang ke 
iemana SMP

99.50 96,46 99,00 99,75 •

Persemase RK SD daiam 
kondUi baik

95,00 93,76 94,20 91.82 .A
•

Perwrntasf Ruang Kelas
SMH kondisi baik

98.70 b C
O 97,80 85,32

Pcrseniase guru SD 
bci serilfikat oendidik

62,50 59,00 55.12 55,61

Perscninse guru SMP 
bersertinkat oendidik

75.00 77,00 67.46 72.02 •

Rasio Curu terhadap 
Jumlah Siswa SD

20,00 13.50 16,50 14.25

Ra»io Guru terhadap
Jumlah Siswa SMP

20,00 14,79 17,50 16,50
—

Presentase Buia Akaara >
15 lehim

O.IS 0,32 0,3 0,32 •

Presentaae SD
BerakreditHAi minimAl B

95,00 94,00 91,25 87,79

Presentase SMP 
berakrediia&i minimal B

85,00 8S,00 81.25 82.11 #

ieUi\\ tcrcapai - akan tercapai ♦ peiiu perhatianyupaya kerns

Mendasarkan kondisi capaian kineija sebagaimana tersebut 

di atasf dari 17 indikator uniaan pendidikan, tt*lah tercapai 

aebanyak 10 indikator, akan tercapai sebanyak 7 indikator,
2.1.1.2. Urusan Kesehatan

Kinerja pembai^gunan uruaan kesehatan ditunjukkan 

dengan 54 indikator aeperti yang tertuang daiam tabcl berikut 

ini.

Tabel 11.2
Capaian Indikator Kinetja Program Urusan Kesehatan

URUSAN/PKOCRAM/ INDDCATUR 
KTNERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD

20211

(t£ALlSASl
TAHUN

2017
TARGET

20 !B
REAUSA81

(2016)
STATUS

CAPAIAN

1 2 3 4 S 6 7
1.2 KaMbataa DinUrR

Uakupon kunjungan b&yl 9S 92 85 115,15 •
Cahupan pelayanan anak ball (a 9S 62 85 93.30

^otentaae PuBiuamaa 
melakaanakan pelayanan Lanala

too too IOC too
•

krewntaac Balita kurua yang
is«ndapai makajian lambah^

90 6S as 100 •
•

CaHupaji kepesertaan jaminan
kaM^haten naaional bag) 
maaya/akat/ penduduk mi Akin

40 39 38,9 42,96 •

-9-



o»



URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 
KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(^016-
20211

REALISASI
TAHUN

20i7
TARGET

2018
REAUSASI

(2018)
STATUS
CAPAIAN

B«d Turn Over |BTO) 44 6S.54 60,39 •

Angka kematian mumi (JVet Death
Rate/ NDRI

0 0,25 1,32 1,866

Gfoaa Ratt ICDR1 J 0.9 2,2 3,633 A
Pemenuhan standar sarasa dan
pra^^arariH rumah sakii

80 55 $0 68.93 A
Pefitenuhan aCandar peiayanan
keaehotan njmxih «AVi'r

85 100 80 68,93 •

ww imgKat human jUed Occupancy
Rater/ D0R\

84.21 81.65 72 52 A
Lama tinggaj {Length of Stay/
LOS)

6 3.72 5,25 4.2 r m
1 urn Over Inlemal (TOI) 2 1.48 2 4,4 m
Bed Turn Over (BTO) 59.81 66.21 47 46 A
Angka Kematian Mumi (Net
Deach Rate/ NDR

M 1,4 0,8 0.5 •

GrD»s DfHih Rate (GDR) 2,01 2,3 1 1,7 •

r'emenuiian standar sarana dan 
preaarana rumah eakit

95 70 65 65 •

Pemenuhoji standar peiayanan
besehaton rumah aakiz

9$ 75 60 65 •

Sifflo
Tingkat human (Bed Occupancy
Rate/ BORI

75 60 70 47 A.
Lama unggal (Length of Stay/
LOS}

6 4,5 4.54 3.07 •

Turn Over Internal (TOl) 2 4 1-87 3.41 •

Bed Turn Over |BTO| 48 35 47.5 56.32 •

Angka kematian mumi (Net Death 
Rate/ NDR)

0.6 1 0.2S 0,77 ♦
Gross Death Rate (GDR) 1 2 0.83 1.S6 A
Pemenuhan standar earana dan
praaarana rumah salat

100 60 65 65 •

eemonuhan etandar peiayanan 
keeehaian rumah ■•bit

200 50 63 63 •

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan kesehatan. dan 

34 indikator, telah tercapai sebanyak 40 indikatorr akan tercapai 

aebanyak 13 mdikator dan 1 indikator perlu upaya keras I 
indikator yang perlu upa>a keras tersebut yaitu : Angka kematian 

mumi (Nei Death Rate/ NDR) di RSUD Simo.

2,1.1,3. Urusan Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pern ban gun an urusan pendidikan ditunjukkan 

dengan 19 indikator seperti yang tertuan^^ dalam label benkut ini.

- u •



Tabcl II.3
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Pekeijaan Umum dan

Panataan Ruang

URUSAN/PROQRAM/ 
INDIKATOR lONERJA

TARGET
A1G11R
RPJMD
|2016«
20211

REAUSASJ
TAIIUN

2017
TARGET

2016
REAUSASl

(2016)
STATUS
CAPAIAN

l 2 i 4 9 6 7

1.3
Dbub 4ba

DPU PR 
DtSHUB

Oebun{i«n Petan; Pem&kat Air 
jOP3A) y&ng mel&ks4a«Jun 
p«c^luJ«an ingaai •aeatm 
DAfiiunntiT

X6 3 3 9
•

>^Q»«3)iase jarmgan d*lUTI
itondi») baik

4i7.riB 439,94 402.61 402.62 •

1 PThubun^yi puMl-pukat 
ka^tibA d«n puMt pradwkaj di 
wiUyah kab boyi^aii Oen^^aii 
Mmb«ji«unan i«1aa ham ikmi

7.129 isoo 2.934 r^,934
•

Karv^ani laiud (ebmg aun^i yan^
dibanRun

7,032 1000 V244.01 790 ♦
P&rgangTAJ’idjalan yajiji
diban^un

5JU4.63 429,2 364 #

Panjoni Janiifan JalAnyanf
dipenahankaA Daiam Kondiai 
baik

131.20 29 20,472 20,47 •

P«>V*nd drainu« dibMcun 
Mbacftj bangunsA peton^kap

6.240 5976.2 6.740 6.622

A
LUM sawah yang dapat dlaJiri ajr 
iPigui uAtuk perunUn rakyai 
pCida aiatem ingaaiytng ludah
*da

«73?<6<y 10000 6.370,71 3.321.3 A
leraadianya air baku Malalui 
pembenguriiin acnbung

49 s s 3 A
Mriambabnya MnitAai berupa
IPAL

34 6 6 6 6
1 araodianyi data potanat air 
tMvah tanah (data pptanai acr 
umah/Sumuf U;i)

16 0 9 10

Sajnbur\gan Rumah tarbangun
untuk maMapatkan akaea air 
islnum yang aman/Cakupan 
rumah tangga pangguna air 
haralh

426 628 980 350
•

lianambahcn blik lampu 10.240 0 Togo 663 r #
Uaa*/ka]urahan Terbangun
mfrasini ktu/nya

100 0 20 20
•

aiUJK yang ditarbtlkan 349 40 40 42

tarauauAnya Oekuman Ranaana
Detail Tala Ruang |RDTR|

n 3 a ;>

^ iTarautunnya peta daaar RDTR B* 2 2 • 1
Palgyanan Ugaliaaat rekamCakt
IMS

.1.440 240 340 240

Halgyanan LagaJiaaai a»ia plan 2S9 0 46 46

• 12-



Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, capaian irdikator urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang se ban yak 19 indikator teiah 

lercapai aebanyak 14 indikator, akan tcrcapai sebanyak 3 

indikator, sebanyak 2 indikator perlu usaha keras untuk 

pe ncapaian ny a.

2-1-1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman
Kineija pern ban gu nan urusarj pendidikan ditunjukkan 

dengan 2 indikator seperti yang lenuang dalam label berikut ini.

Tabel II.4
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Perumaan 

Rakyat dan Kawaaan Permukiman

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 
tONERJA

TARGET
AKHIR
RWMD
(2016-
2021)

REALJSASt
TAHUN

2017
TARGET

20 IS
REAUSASl

(2018)
STATUS
CAPAIAN

I 2 3 4 S 6 7
1.4 rwwb&taBB dim Tfiirtiaa

T«n*uju4ny« pemkMncuM.t rumah 
tidak layak hunt MO aso 762 w1 «rwuiudny* bantyan lumulan rumah 
udak irtyuk huni bagi Gaktn 1000 999 A

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, capaian indixator urusan Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukimaii sebanyak 1 indikator teiah 

tercapai, 1 indikator akan tercapai.

Umum dan Perlindungan2.1,1,5. Urusan Ketcrtiban 
Maayarakat
Kineija pembangunan urusan Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan 21 indikator 

seperti yang lenuang dalam tabel berikut ini.

label 11.5
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN / PROG RAM/ 
iNDfKATOR KINERJA

TARGET 
AKH!R RPJMD 

(2016- 
20211

REAUSASl
TAHUN

2017
TARGET

2018
REALtSASJ

(2018)
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 S 6 7
K«taatnka«j> Sao KetertihaA

1 Umam Sarta P«rlia<luAC4»
UaajdLr&kdt

SATPOL rr 
BP8D

a KE8 &\KC<
POl

Cakupart kpnllik antar 
kelompok maayamkac 
dilMnaMni

100 57,14 S7.14 •

• 13



UR US AN / PROGRAM/ 
INDIKATOR KIN&RJA

TARGET 
AKHZR RPJHD 

(2016- 
20211

REAUSASI
TAHUN

2017
TARGET

2018
REALISASI

(2016)
STATUS
CAPAIAr

PrOBcnlA»e LSM yss^
m&mpunyai SKT (Surat 
Keterrtngan Tcrdaftar]

82.00 93.9 96.34 96,34 •

piu-Qsipaai maayarnkAi 
dabun pemilihan jmuia

100 id 60 60 •

CcUcupnji aotfialisaa/ Ca&iUtasi 
wawosan krbangsaan pads 
sekolnh Beiinffkaz SLTA

190 3042 68.12 6S.13 •

Kasditaai penyelenggaman 
kegia(an keogamaan

113 17 22 22 •

KrgiMian pcnytapan tenaga, 
panft^ndal«an kabiaui^an dan 
pengendaliaxi keaaanan 
bnrkdfivan

100 3 3 4
•

Kegitican pcngendaliac
kraaianan bngkxingan

18 0.95 19 19 •

Kegwtan «i«nt pengerabangan 
nibu' mlai wawa oan 
kcbangaaan.

95 20 20 20 •

Cakvipan p«nyeiea&a» konAik 
antar umai beragama

120 166 100 100 •

Cakupan Sgaialiaaai
Pancegahan. Pcmberantaaan 
^nyaJahgunaon dan
Peredaran Celap Narkoba 
(P40NI

100 1.26 1.26
•

Mguttan unTuk aperaat 
peayaJut reaayarakas

2.21 30 15 24 •

Permtgkatap Kebijakan dan 
Kalembagaan

90 ii.9 23.3 33.9 •

Kenlugkatan K^ian Riaako dan
Pereneanaan Tarpadu

27,5 9,7 10.30 10,99 •

Paningkacan Saatem (nfonaaal. 
D3da( dan Lagiatik

12,1 31,6 33. S7 as •

Pamngkauui Prnaaganan 
Temauk Kawaaan Rawan 
Sencana

39,6 13.2 12.96 15 h •

Hrnmgkatan Efrkxjviua 
PencQgahan dan MlUgaai 
Bcne&na

30,2 24.2 25,74 26.004 •

H^ninAknion Keaupsiagaan 
dan Penanganan Darurat 
Baneana

69,7 9.7 10.30 11.003 •

Panuigkatan Siaicm
PenuUhan Bencana

13,1 3 4 4 •

KctaraeduMkn kftbijaStan (Buah) 27 S 8 8 •

Kacersadiaan lanbaga (buah) 25 46 40 40 •

Tiagkat waktu tanggap rau> 
rata ss'Kabupaten (nuit)

325 10,30 10,99 •

• 14.



Mendasarkan kondisi capaian kincrja urusan Kaeertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat, dari 21 mdikator telah 

tercapai sebanyak 21 indilcator.

2.1.1.6- Urusan Sosial
Kinerja pembangunan urusan Sosial ditunjukkan dengan 6 

indikator seperti yang tertuang dalam tabel bcrikut ini.

label 11.6
Capaian Indikator Kinei]a Program Urusan Sosial

URUSAN / PROGRAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
{3016-
30211

REAU9AS1
TAHUN

2017
TARGET

2018
REAUS/kSI

120161
STATUS
CAPAIAN

l 3 3 4 5 6 7

1.6 SoMiml DINSOS

PcrseniAM fakir miakin
yang diberdayakan

35 23 26 51.63 •

P«rs«mka« PMKS yang 
m«nclapaikan pelayanan 
■o&mJ

35 36 75.46 •

rroaemaae l^nyandaxig 
diaabtUiaa yas£ 
mendapaikan perobinaan 
dan Q«lavanan ao«<al

46 e S 6.^6
•

Pelayanan dan peabinaan
bagi panel aauhan

16 16 16 16 •

Meningkatnya pemahaznan
PSKS daiaa pananganan 
PMKS scrta p«ran aktif dan 
kepedukan masyarakat 
dalam UKS

16 30 16 16

rreeemasc anak terlantar 
yang mendapat pelayanan 
dan perlindungan aoslal

30 30 37.1.5 #

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Sosial dari 6 

indikator telah tercapai sebanyak 6 indikator .

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasaj
Evaluasi kineija penyelenggaraan pemerintahan untuk

urusan wajib bukan pelayanan dasar adaiah sebagai berikut

2.1.2.1, Urusan Tenaga Kerja
Kinetja pembangunan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan 

dengan 3 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

• 15.



label 2.7
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Tenaga Kerja

UR US AN/PROGRAM/ 
INDIKATOR KJN&RJA

TARGET 
AKKIR 
RPJMD 
12016- 
202 U

REAUSASJ
TAHUN

2017
TARGET

2018
REAUSASr

(30ia|
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7
3.1 DUIKOP-

ffAxn
Cakup*n peniiwhunyan^
membftyaf MvuRi regulAjg

16.S00 M 100 A
P«n«mpat^n peneari k«fj«
yans rerxUfciu

1.440 2700 2700 S39S
•

1 enas* yvif meninskai
kompei«n dnyn

100 24M0 240 696 a
Mendasarkan kondisf capaian kineija urusan tenaga kerja, dari 

3 indikator telah tercapai sebanyak 2 indikator , 1 indikator 

akan tercapai.

2.1.2.2. Urusan Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak
Kineija pembangunan Urusan Pcmberdayaan Perempuan 

dan Pcrlindungan ^ak ditunjukkan dengan S indikator seperti 
yang tertuang dalam tabcl bcrikut ini.

Tabel 11.8
Capaian Indikator Kineija Pi'ogram Urusan Pcmberdayaan 

Perempuan dan Pcrlindungan Anak

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 
KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016-
2021)

P.KAU9AS1
TAHUN

2017
TAROBT

2018
REAtlSASI

(30181
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 5 b 7
a.3 P*»b«rdK]rua PvvBpoaa dta P*fUs4«iiv Am* OP2KBP3A

PeningViun PvngeUhuan d*n 
K«trajTipibin 8«fi Pvr^puan Oalan 
Me«Mjwdk»n KeluArfs 21

10
M 14 •

Pemns^Mn rvowhamAfl tentaat 
KeMUraM ^nder daUun ’ 87

10 10 10 •

Pemanuhan Hak Anak.
IS9

22
25 25

•

Menmgktatnyt penanganan kAiut
pan^aduan k«^r«»an tschadap 
enmmrtuan Han anak

100 i66 too too •

-1$-



URUSAN/PROORAM/ INDIKATOR 
KINERJA

TARGET
AKKIR
RfVMD
(2016-
20211

RfiALISASt
TAHUK

2017
TARGET

2010
REALlSASl

(2016)
STATUS
CAPAIAN

PeningkftUA Kapauu*
KelcRib«^un Porempu*4T Anak.

100 26 42 42
•

Marungkamya KualitM Hidup d*n 
p«rlmdungkn Pefeatpuus.

7S $S 45 45

Pemahaman KeMtaraan 
Gender, Perempuan dan Anak

4 2 1 1 •

Dari 7 indikator kineija Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, 7 indikator telah tercapai.

2.1.2.3. Uruaan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Pangan ditunjukkan dangan 

4 indikator scpcrti yang tertuang dalam tabel bcrikut ini.

label 11.9
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Pangan

URUSAN/PROORAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKT-OR
RPJMD
(2016-
2021)

REAUSASr
TAHUN

2017
TARGET

2016
REAUSASI

(2018)
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7
a.a PuCaB DKP

Perse maae desa yang 
memiliki Lumbung Pangan 
Masyarakat Desa (1,PMD)

26,97 19,46 21.35 21.35
•

Skor Pola Pangan Harapan 92 6^ 69.5 06,9

•
Keloinpok lani yang
meningkai kela^ 
kdcmbagaannyu

600 100 100 100

BaJaj Penyuluhanyang
meninglcai kelaa 
kelembagaannya

21 2 3 3
•

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan pangan dan 4 

indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, akan tercapai 
sebanyak t indikator.

2.1.2,4. Urusan Penanahan
Kinerja pernbangunan Urusan Pcrtanahan ditunjukkan 

dcngan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

• 17.



Tabel n.lO
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

UR'O SAN / PROGRAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016.
20211

R£ ALISAS! 
TAHUN 

2017
TARGET

201S
REAUSASJ

(20)8)
STATUS
CAPAIAN

1 2 i 4 $ 6 7
S.4 UPV PR a Bag 

PtrTTibvVunBTi
C&kupon ^rmajAiAhvi
pertarahAn y«ng di»de—ikaa

so 100 S$ 4S

A
TerUkMAAAy* fualitMi 
p«ruiia*n. pen|MM«x>. 
femtUkui. p*n^gwriAAA, dAn 
nraiApTAAlAn rariAh,

JOO 0 100 90

A
Tervutunnya 9tti»m fnfermAii 
Penanahaa

6 1 I I •

Mendaearkan kondisi capaian kineija urusan pertanahan dari 3 

indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, dan 2 indikator 

akan tercapai.

2.1.2.5. Urusan lingkungan Hidup
Kincrja pembangunan Urusan Lingkungan Hidup 

diturxjukkan dengan 17’ indikator seperti yang tertuang dalam 

tabel berikut ini.

Tabel 11.11
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

IS

URU3AN/PROORAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TAKOtrr
AKHIR
RPJMD
(2016-
20211

RSAUBAdI
TAHUN

2017
TARGET

2019
REALISASI

(20)8)
STATUS
CAPAIAN

1 2 2 4 5 6 7
as LiAgtao^A DLH

tuasan RPH pubUk urikayah
kou/ kawAAAn p«rkotAAr

; 437.022 1.934.322 1.394.322 t.996.S34 •

% k«ier«t«diaAn JuAAan RTH
puUlk Mt>«Mr 20% dari luAAan 
wilayah kawasan
oerkotAAn

3,21 3.99 9,020 3.11

Jumlah pekiku usahn/kegiBtar, 
ynng memiUki rekQm«ndaai 
UKL/UPL. kelayakan Amdai. dan 
aiAU mn

2ja 40 40 120 •

Pr«s<niAAf aduan dugaao
pcnc«maran dan/atau 
peruAAkan lingtcungan ditmdak
lanhiTj

100 IS6 100 100 •

Data SDA dan LH s i 1 - •

IlasJ perhilunghn beban
pencemaran yang malspusi

i 6 6 ( #

parameter BOD, COD, TSS air 
aungal dan waduk

to 60 M 90 •

400 400 400 400 •



URUSAN / PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016*
20211

REAUSASI
TAHUN

2017
TARGET

2016
REALISASl

(2016)
-STATUS
CAPAIAN

haaQ uji kualiiM udv« ambien
(S02, CO. N02. T8P)

SOS 638, CO 
\ 6000. N02 

316, T8P230

808 632,
CO 16000, 
N02 316, 
TSP230

802 632. CO
15000. K02 

316, T9P230

802 632. 
CO 15000, 
N02 .116,
TAP

•

Pcningkaian codangan cur tanah 9.840 1.015 1540 912

Cakupan vilnyahyang 
melakukan pengelolaan eampah 
mandiH dl linekunewt Derlmt•ilf^

rj 1 2 2 ha
Persentaai Pengurungan 
per wm pah an

19,73 8 3 8,65

Peraeniaa Pengangkutan
SampHh

69.30 6 6.64 45.46 •

Pereemaaa PengelolMn TPA 6S.63

k

r <7 0.35 0.00 ♦
Mendaaarkan kondisi capaian kincija Uruaan Lingkungan 

Hidup dari 14 indikator, telah tcrcapai aebanyak 12 mdikator, 
akan tercapai sebanyak 1 indikator, perlu upnya keras 

se ban yak 1 indikator yaitu Peraentasi Pengelolaan TP A,

2.1.2.6. Urusan Adminisirasi Kependiidukan dan Capjl
Kinetja pembangunan Urusan Administraai Kependudukan 

dan Capil diiunjukkan dengan 6 indikator scperti yang 

certuang dalam tabei berikut ini.
Tab«l II. 12

Capaian Kineija Administraai Kependudukan dan Capil

URUSAN/PROQRAM/ 
INDIKATOR KiNERJA

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
12016- 
202 U

REAUSAS:
TAHUN

2017
TARGET

2018
REAIISASJ

12016)
STATUS
CAPAIAN

i 2 3 4 S 6 7
3.6 Administrual KepaodnduKaa 

daa Paaeatatan 8lpU OJEDUK-c^Al'll.

, Cakupan penerbican karfy 
keluarga LOO 100 100 •

1 Cakupan pcnerbitan karru 
, tanda p«n(!u<iuk 98 97 99,10 •

cakupan p«nef*baan leu dp an 
akie kalahtfftn penduduk
nikin O. iSth

8S 87 89,51 •

Cakupan paner*bttan kutipan 
aktc kelaliiran dfiri jumlah 
nprwHiiduk

64,60 70 04,84 A
Cakupan pener-biian kuUpan 
akie kemaiian S 6 120

•

CaJbupan Kecwoacan yang
melak^anakan pencetakan 
KTP-EL

42 75 79 •

Mendasarkan kondisl capaian kineija Urusan Adminisirasi 
Kependudukan dan Capil dari 6 mdikator. telah tercapai 

aebanyak S indikator. akan tercapai sebanyak I indikator.
• 19 .



2.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kineija pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa ditunjukkah dengan 12 indikator sepcrti yang 

tertuang dalam label berikut ini.
label 11-13

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

URUSAN/PROGRAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
12016-
202U

REAUSASl
TAHUK

2017

1-------------------

TARGET
2018

REAUSASt
(2018)

STATUS
CAPAJAN

l 7 3 4 5 6 7

3,7 D*M MASnVf,
KemAmpwan kmerja 8DM
t«mbAg« Pemberdv^in
MusyarakAt D««a dan Keiurahan 
(LPMD/Kl.

lOi 55 106
•

Pembansunan infraatruKlurdcsa 
vans niraailitaai p«]aliaanaABn/a

6 6 6 •

Kcmampuan p«nf9lol« tsat 
m«da1 uaaha uniuk mandukung 
krbittuhan maavarakai

33 55 71 •

Jumian TTU/lnovaai haiJ 
panajman untuk mamngkatkan 
knaeiahla/aan fnaavaraVat

6 6 6

T«riaksananya iMihlaai 
penyaianggaraan kagiafvt 
k«oemuclaan dan niahrara

19 19 19

Tarlakaananya Faailibaai
panyeloAggaraan bantuan tiibah, 
bancuan aaiia] dan bantuan 
kaiianaan

n 19 19
•

Menmfikacnya kemarnpuan 
pengAloiB aaet modal uaaha 
uniuk menOukung knbutuhan 
TAsvftrakaf

212 80 119
•

•
Maningkatnya kamampuan
pengelola oaai modal uaaha uOt 
mendukung kebutuhan 
maavarakar

57 57 57

Memngkainya komampuan 
lambaga pengelola aarana «l* 
baku dan a;r benuh bagi 
maayaraieat

110 122 133
•

Cakupan pembenan attmulai; 
pombangurran deia/kalurahan

u 35 0

Pengupud PKX D«aa/Keiurahan
kemampuannya meningkac.

S7 55 55 0
~0Terlakaananya kaglatan

pambinaan erganlaaai 
perempuan

IB 19 19

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 12 indikator. 11 

indikator tercapai dan 1 indikator perlu upaya keraa. yaitu 

Cakupan pemberlan stxVnulan pern bangunan desa/kelurahan.
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2.1.2.8. Urusan Pengendalian 
Berencana

Penduduk dan Keluai^

Kinarja pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan 14 indikator 

seperti yang tertuang daJam tabel berikut ini.

label II. 14
Capaian Kineija Program Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluai^ Berencana

URUSAN/PROG RAM/ 
INDIKATOR KJNSRJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016-
20211

RSAUSASl
TAHUN

2017
TARGET

2018
REAUSASi

(20181
STATUS

CAPAIAN

l 2 3 4 S 6 7

2.1 PAAgendAlLu) Prado4nk dia 
Itoluftfsa SwaaesM DP2KQP3A

MeningkaiAyt KuaUiM Tnbina 21 21 21 S
Daca dan Inforrnaai

Prapmm KS 2 3 3
•

Metun^kainya Pengekolaan
Data daa l.afonnaal Program KB J J 1

Monjngkamya PeUyanan KB
7S 77 81

•

Peiayartan KB jPeran PPKBD]
100 100 lOO

•

Capaian Paaerra KB MKJP
100 100 100

•

Cakupan Jumlah Kclempek
KRR rang Akuf 36,92 40«96 40 z\
SarkemteAgnya Xalompok WK 
Rama^^a. T 10 10

Cakupan Pamahaman
Parempuan dan Rmnaja tantang 
Nartcoba m t v / a (HA

{00 100 100
•

Terpenuhinya DoKwny*n
rumuaan kabijakafi 
keoenduduknn

2 3 2
•

Meningkainya Koordinaak 
dengan Parangkai Daerah 2 2 3

•

ManmgKatnya pangelolaan data
dan informaai ka|>en>ludukan 
dan KB

•V S 5 9
•

Menmgkamya Pemahaman
tarhadap InJormaai
KafMnd drill Iran den KR

} i 1
•

Menin^SkaiAya Kua^itaa Tnbma
21 40.44 AO

Mendasarkan kondisi capaian Idneija Urusan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 14 indikator, 
telah tercapai sebanyak 12 indikator, akan tercapai sebanyak 2 

indikator.
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uausAN/program; 
INDIKATOR KINERJA

TARGET 
AKHTR 
RPJMD 
(2016* 
20211

REAUSASl
TAHUN

2017
TARGET

2018
REAUSASl

(20181
STATUS
CAPAIAN

C«kupM puUikatl h4ilMiuil 
pembAASuann

100 100 100 a
KebgtJtAB t«kmi dj bidanf
pemb«hu*A. pangumpulM
4*n duint^i in^rtn«ti dan 
protokol

« 7 s A
Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Komunikasi dan 

Informatika dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 5 

indikator. akan tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.2.11. Urusan Koperasi dan UKM
Kineija pembangunaji Urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan 

dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut 

ini.
Tabel 11.17

Capaian Indikator Kinetja Program Urusan Koperasi dan UKM

URUSAN/PROGRAM/ 
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016.
20211

RBAUSA
SI

TAHUN
2017

TARGET
2018

REALISASI
(201$)

STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 S 6 7

2.11 KdprnM du UHKK Dih
KOP* NAKUV

UMKM melftkMAKkim poia
kCfTU(rMT

2 3 3 •

aOM UMKM ywic tertotih 30 30 60 •

KeparMi dJ hMa ywig
ra«ntnfk«t mUi kcadlutUnAy*

bO 56 SO •

Kdpenat dan UMKM yand
mangakaet hradtt

30 30 166

1

•

Mendasarkan kondiai capaian kinezja Urusan Koperasi dan 

UMKM dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator.

2.1.2.12. Urusan Penanaman Modal
Kincrja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan 

dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut 
ini.
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label I; . 18
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pcnanaman Modal

URUSAN/PROORAM/ 
INDIKATOR KXNERJA

TAKOJST
AKHtK
RPJMD
(20,16-
20211

REAUSAS:
TAHUN

2017
TARGET

20ia
RBALISASI

(2018)
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 6 6 7

2.12 >PMtFTSP

Rata • rata lama 7 7 7 •

Pemngkatan jumlaa lanaga 
kerja ba^ p«ruaahaan yaitg 
m^maujivai iiin

asoo 10.609 3 (MO ♦
Reningkatan iiiiai Investas; t.330.000.000 1.272.387.90

S.b'25
1.534 7f.]. 
HS;; (iurs •

PeningkatHn jumlah
invcMtof

956 JO'i ♦
Meningkneuya aarajta dsui 
praaarana promosi

1 1 1 •

PenamlMOvan jumJah 
produk hukuro dserah 
vans cm

2 1 •

Mendasarkan kondisl capaian kineija Pcnanaman Modal dan 

6 indikator, telah tcrcapai sebanyak 4 indikator,2 indikamr 

perlu upaya keraa yaitu: Peningkatan jumlah tcnaga kerja bagi 
pjrusahaan yang mempunyai ijin dan Pcningkauin juniliih 

investor.
2.1.2.13. Uniaan Kepemudaan dan Olah Raga

Kineija pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah 

Raga ditunjukkan dcngaii 5 indikator sep>erti yang lertuang 

dalam tabel berikut ini.
label 11.19

Capaian Indikator Kincjja Program Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga

URUSAN / PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
(3016- 
202 it

KEAUSASl
TAHUN

2017
TARGET

2016
REAUSASI

(20181
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 $ 6 7
2.13 iUpaaaduuB 4aa Olahrap [pipBno.^PAR

Kwnutja mendtpa: penghaf^asA 
hngkst Provinsi

h 6 29 •

Jymlan hsmude daJam 
Ponaambanaan Kvpedulian dan 
Kepebperan Pnmuda {PKKP)

5 i 5
•

Pfinnjkat PORDA
10 J> 17 ♦

Sereambahnya Cabanf Olahraga 1 1 1 e
Ueftambahnya
elahnfa

2 3 .1 •

■ 24 •



Mendasarkan kondisi capaian kineija uruson ICepemudaan 

dan Olah Raga aebanyak 5 indikator, telah tercapai 
sebanyak 4 indikator, dan I indikator yang peiiu upaya keras. 
Indikator yang pcriu upaya keras iru adaiah :Pcrin^cat 

PORDA.

2.1.2.14. Urusan Statistik
Kineija pembangunan Urusan Statistik dilunjukkan 

dengan I indikator seperti yang tcrtuang dal am label berikut 

ini,

label 11.20
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik

URUSAN/PROGRAM/ 
INDICATOR KINERJA

‘lARGET
AKHIR
RPJMD
(2016-
3031)

REALISASI
TAHUN

3017
TARGET

20IS
R^AUSASl 

(20 U|
STATUS
CAPAIAN

] 3 3 4 5 6 7
2.14 Statistik D18KOMINFO

Dokuman siaiistik 4jwrah 
yang dipublikaatkan

? 7 7 •

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Statistik dari 1 

indikator, 1 indikator tercapai.
2.1.2.15. Urusan Persandian

Kinerja pembangunan Urusan Persandian dilunjukkan 

dengan I indikator seperti yang tertuang dal am label berikut 

ini.
Tabel 11.21

Capaian Indikator Kineija Program Urusan Persandian

URUSAN/PROGRAM/ 
INDIKATOR KTNERJA

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
(2016- • 
20211

RRAUBA
SI

TAHW
2C17

TARGET
3016

RBAUSASr
(2016)

STATUS
CAPAIAN

1 3 3 4 S 6 7

2.1S Fanaadlaa

Tarlaksananyit laynnan
perund>an

100 LOO 100 •

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Persandian dan 

1 indikator» I indikator telah tercapai 

2.1.2.16. Urusan Kebudayaan
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Kineija pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkaA 

dcngan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut 

ini.

Tabel 11.22
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Kebudayaan

UKUSAN/PROORAM/ 
INOtKATOR KlHUtJA

TARO ST 
AKHIR 
RSJUD 
{3026- 

30311

REAUSASI
TAKUN

3017
TARGET

901B
REAUBABI

(3018]
STATUS

CAPAIAN

1 3 . 9 4 6 6 7

3.16 >U6ud«T«AA 1

DISDIK-BUD

Budaya tndUj iokU yuif 
dil^alArikan

n 9 11

Pre»8ntM0 bend*, altua dtp
kawttftn budtya yang
dileaUrikari

99 94 94 •

Temp*; penyeier)^*n*n 
k«gi*t*n ma( dan budayt

10 9 •

Peltku *em buday* 
dd«»uitk*n d*n dik*mh*Agk*p

40 99 39 •

Pel*k*UMan OsUr ScfU dan 
Sudaya

ii u 96 •

Svenc tetu dan budayt S 4 6 •

Mendaaarkan kondisi capaian kineija urusan Kebudayaan 

dan 6 indikator, 6 indikator telah tercapai.

2.1.2.17. Urusan Perpuatakaan
Kineija pcmbangunan Urusan Perpuatakaan ditunjukkan 

dengan 1 indikator sepeni yang tertuang dalam tabel berikut 
ini

Tabel 11.23
Capaian Indikator Kineija Program Urusan 

Perpuatakaan

URUBAK/PROGRAM/ INDIKATOR 
IQNSaJA

TARGET
AKHIR
RJUMD
(3016*
30311

REAUBABi
TAHUN

3017
TAROET

3018
RSAUBABi

(30)81
STATUS
CAPAIAN

1 3 9 4 6 6 7

3.1T PtepHtlalMta 0)8PUS
ARSfPDA

Pemn^kttAn up*y« 
penfembanfan perpuatekaaji dan 
bu4*y* 9tma/ maebav

16975 93.000 69.909
•

Mendaaarkan kondisi capaian kineija urusan Perpustakaan 

dari 1 indikator, 1 indikator telah tercapai.
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2.1.2.18. Urusan Kear^ipan

Kinerja pembangunaji Urusan Kearsipan ditunjukkan 

dengan 4 indikator seperti yang temiang da lam tabel berikut 

tni.
Tab«] 11.24

Capaian Indikator Kineija Program Urusan Kearsipan

URUSAN/PROORAU/ INDIKATOR 
KINSRJA

TARGET
AKHIR
RPJUD
(2016*
W71I

REAUSASt
TAHUN

2017
TARGET

3018
REAU&A8I

iOOlt)
STATUS

CAPAIAN

I 3 3 4 5 0 7

a.ii K*anlp«a DIBPUe
AR&lPDA

TertibnyR penyUnpaAM »nip 
dinvnia In aVuT d$fi uiuan kerja H 10 10 ~W^

pemahasnan
pengelolan kev-atpan b«|jpej«bat 
di lingkuAgan Pamennuh Kab. H 100 95

1 ermornior dan taravajuainy 
pengeMaan kaampan 
dilmkunpan PanadAiah Kab. 
Hflvnlali

H lOO 100
•

Terubnya panyunpanan araip in 
aJnif dan aacuan kefja H 100 100

•

Mendasarkan kondisi capaian kineija urusan Kearsipan dan 

4 indikator. 3 indikator telah tercapaif i indikator akan 

tercapai.

2.1.3. Urusan PiUhan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

untuk urusan pillhan adalah scbagai berikut:

2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perlkanan
Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan 

ditunjukkan dengan 2 indikator seperti yang tertuang da lam 

tabel berikut ini.
Tabel 11.25

Capaian Indikator Kineija Program Urusan Kelautan dan Perikanan

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 
KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
peio-

5f0211

REAUSASJ
TAHUN

3017
TAROBT

3018
RSAUSA8I

laoift
STATUS
CAPAIAN

1 3 . 3 4 8 6 7

8 Dnuan PiUSaja

s.l Xalautas tfaa RarlSMiaji OISNAKXAN

Maningkamya produksi iksxi (tonj 37644 29,027 1^7,163
•

Meningkamya pruduk olahan 
ikan (ton| 6S 66 70 4
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Mendasarkan kondiai capaian kineija Urusan Kelautan dan 

Perikanan dari 2 indikator, tclah tcrcapai sebanyak 2 

indikator.
2.1.3.2. Urusan Pariwisata

Kineija pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan 

dengan 9 indikator seperti yang tertuang dalam taoel berikut 

ini.

label 11.26
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Pariwisata

URUSAN/PROOMU/ JNDIKATOR 
KINWA

TAftOET
AXHIR
RKIMD
(8016.
302II

REAUSASi
TAHUN

20X7
TAROCT

2018
RSAUSASI

(20181
STATUS

Capaian

I Q 3 4 s 6 7

9.8 PftrivriMte DI8P0
ftAPAH

Meningkatnya Jumlfth
Kui^ungitfi WiMUiwv)
Nuuuaulth.

4350S7 439.417 650.621
•

Menmskacny* Jumlata
Kunjunsan WiMtawan
MuncojiovarA

3020 2.041 1.218 A
Mrans dan prsaarana 

pAJiuSteU ymng layak 60 6$ 65

Poi«na wUata yan^ akan 
diban^n manjadi obvek wiaata 0 1 1 •

ProaentajM penlngkauin jumlah 
pelaku uaoha panwiMta 3 3 3

----- -

Cakupan Sarana Rromaaj 
PanwiMia yan« dikmbanskaa 100 100 100 •

Kasjanjsa Promoti an tar daerah
>$

2 2 2

D«aa Wlaaia 4 5 a a
Kelorepok Sadar Wiaata

11 12 17

Mendaaarkan kondisi capaian kineria Urusan Pariwisata dan 

9 indikator, telah tercapai sebanyak 8 indikator, akan ccrcapai 
sebanyak 1 indikator.

2.1.3,3. Urusan F^ertanian
Kineija pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan 

dengan 25 Indikator seperti yang tertuang dalam label berikut 

ini.
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label 11.27
Capaian Indikator Kineija Program Uiiisan Pertanian

URUaAN/PROGRAM/ IKOlKATOR 
KINERJA

TAHOST
AKHIR 
RFJMO 
(3016*
bMli

REAUfiAdl
TAKUN

3017
TARQrr

3015
RIAU8A8]

19016)
STATUS

CAPAIAN

l 2 d 4 s 6 7

d.a P«rttalA4 DI8TAN

PrcduUi pBABn utuM fTool i
P»di 901700.7 390.147 307.524 A
^oduk«l pMfAA IMru9« t

• JsfuAg 149907.05 196.400 145,011 5
• KedfllM 7200.1 6.795 3.304 A
Praduitti ttcuMBM bartOeultstfm 
utama

• Pepiiya t3r3f0 133,4:9 214.441
•

• Cabe 116655 113.311 259,973

• Bawamt Merah 91515 90.603 75,061

• Jaho • 10670.65 :0.4$7 26.113 •

• Kencur 17495.95 16493 16. U 4.0
•

Juidlah produkai toauBatt 
partwbuMa :

494,0? 990.75 509.44 •

•KaiM 359.949 193.9 965.65 •

• Kalapa 4006.2605 4.613.53 2.701,71 A
• Tambakau 9574.9 4.531.99 4,710,49

•

•Tabu 91779.4 91.31] 20.300,17

<1

. tada 30.79 30.95 19.6 A.
• Aiam 15.75 69,6

Volume perdafancan produk 
uaaha perianian 39639346615 79.694.5 155.717

CaKupan petam yang mandapat 
pelatihan, bantu an, regiatraai
JrAhiin Aan armrikat mutn

1155 963 1040 •

Menin|ka(nya prodakai daging 5380 5.395 19.994

Menmgkalnya predukai auau (kUo
ntarf 46976 47.336 40.537

Pertambahan populaat cemak 
aapi. kambing dan domba 913151 314.116 396.912

#
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URUSAM/raOORAU/ INDIKATOR 
KIKSRJA

TAJWffT
AKH1R
RRJMD
(3016-
903U

RKAU8A91
TAHUN

S0i7
TARO IT 

3016
RSAU6A6I

rsoift
STATUS

CAF^AlAN

S«pi petenc 97500 96.050 99.9 n •

Sapi perah 96910 97.446 99.656
•

Kambinc d«n doRiba 137731 139^31 146.145
•

Psn^bAtas cemdc
39000 66.000 30.000 A

BSO 900 J.340
#

Mendasarkan kondisi'capaian kmeija Urusan Pertanian dan 

25 indikator, celah tercapai sebanyak 19 indikacor, akan 

tercapai sebanyak 6 mdikacor.
2.1,3.4. Unisan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pern ban gun an Urusan Energi dan Sumber Daya 

Mineral ditunjukkan dengan I indikator seperti yang tertuang 

dalam tabel berikut ini.

label II.2S
Capaian Indikator Kinctja Program Urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral

URU6AN/PROGRAM/ INDIKATOR 
KINSRJA

TAKOrr
AKHIR
RPJMD
{3016-

30911

RSaUSASJ
TAHUN

3017
TAROBT

S016
RSAU6A6I

(3016)
STATUS
CAPAIAN

1 2 3 4 6 6 7

3.4 KAtjp 9amb4f Dajra
DLH

TerbArtgurny* auab«r SBerfi
S»ru Mrb4njkAfi Unit

35 '44 •

Mendasarkan kondisi capaian kineija Urusan Energi dan 

Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator, telah tercapai 

sebanyak 1 indikator,.

2.1.3.6. Urusan Perdagangan
Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan 

dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut 
ini.
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Tabel 11.29
Capaian Indikator Kinerja Program Unisan Perdangangan

URUSAH/PROCRAM/ 
IKDIKATOR KmSRJA

tarcbt
AKMR
RPJMD
[2016-
3091>

RSAUSAS2 TAHUN 
9017

TARCBT
3016

RKA1J8ASI
(2016)

STATUS
CAPAIAN

1 a 4 4 5 4 7

9.4
018DAO PERIN

Memnckatnya Mrp«M
p<fdating>n y*n< rvpnsenuiif 
(Uko, (no«. loa, k&ntiar, UCK.
TPB muAhnla

74 60 174 •

Pendap*i4n reuibusi p4««r 
dft«r4h ymn^ dikelolA Perakab 
S«yaJjli

6.060.149.000 4.089.306 6.406436 •

LokftKi jsedftgAng panar, PKL d&n 
AtvaKAJiyang c«rub d*n renA» 10 14 IS

•

Hfl(aku uaahA dan konaureen 
difaaiiitaai pemerintah 

daeruh
i>vlindunnn kor«nmr-r

4439 4,900 4.096 A
N(J«i Qkapor b«r4Ag (USOt

300000 1A3.335 143339

Mendaaartcan kondlsi capaian Wneija Uruaan Perdagangan 

dari 5 indikator, lelah tercapai sebanyak 4 indikator, akan 

tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.3.7. Urusan Perinduatrian
Kinerja pcmbangunan Urusan Perlndustrian ditunjukkan 

dengan 4 indikator scperti yang lertuang daJam tabel berikut 
ini.

Tabel 11.30
Capaian Inoikator Kinerja Program Uruaan Perindustrian

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 
XINEaJA

TAKQCT
AKHIR
RKIMO
(3016*

REA LIRA 81 
TAHUN 

2017
TARCBT

2018
RBAU6AS1

(30161
STATUS
CAPAIAN

1 3 3 4 6 6 7

as PciladMWAB OISDAOPBRIN

UBrnakin berksobsAgnya !KM
90 146 9)0

•

H«mn6Katny« pencr^pan Wknoiogi 
(Un stantUn pnAuk induatn 
daerfth 60 163 160

•

Mvningkatfly* aU«i tanbah dan 
days »aing produk UftggukMS 90 4S 60

•

HunbcAtukan kauruan 
panjMukkan uduatH 0 1 0 - ♦

Mendasarkan kondisi capaian kineija Urusan Perinduatrian 

dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, dan i



indikator yang perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya 

keras ilu adalah: Pembentukan kawasan penmtwkan industri.

2,1.4, Urusan Pcnunjang Pemerintahan

Evaluasi kinerja p«nyelcnggaraan pemerintahan untuk 

urusan pilihan adalah sebagai berikut :

2,1.4.1. Pcrencanaan

Kineija pcmbangunan Urusan Pcnunjang Pemerintahan 

bidang pcrencanaan ditunjukkan dcngan 19 indikator acpeiti 

yang lertuang dalam label berikut ini.

Tabel 11.31
Capaian Indikator Kineija Program Urusan Penunjang Pemerintahan

Bidang Pcrencanaan

URuaAM/raoaRAM/ inoikatdr 
KINCRJA

TARGfiT
AKHIR
RfUUD
(3016*
20dll

RJEAU8ADI
TAKUN

3017
1‘AROET

3019
RfiAUQASJ

(7016)
STATUS

CAPAIAM

1 7 3 4 6 6 T

4

4.1 siTBA, me

Oolcjmefi RK?0 saTMO 7 3 3 •

Ookumen dan fteutim PD
3 3 7 #

Ter«usunny> DSP k»fiftUA
KecamUArt/ KelurthtA 7$ 39 39 •

Terauiunnyt Pram Xelurchtn 6 9 6
•

DokuAftn SvtJMA*! 3 3 2

JoKumen laporaA
*ertan^gunoftVAbAn 9 s 9

•

T«r«u4urmy* doksuB«n KVA PPAS 
AP8C3 3 2 3 0
TcrvnnSkoAinya RKA SKPD

100 99 100 0
Ter«u9unnym dekum«A 
pcrencanaan tata ruang 2 3 3

•

Dakuman data/informaai 
pembangUAAn daerah yang
4iiMjTiliVn«lk»n

4 4 4
•

Rumusan Kebuakan/buMian leknia 
pcrencanaan pembarigurtan 
aknn&mi

3 3 3
•

Kwmuaan kebgakan/kaj^n laknia
perencaaaan pcmbangunan aaaial 
hirrlav*

7 9 9
•

Kajtan rancana pangambCA^o 
praaantAa wUayah dan aumbar
d«va alaa

1 2 1 A
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URUSAN/PROGRAM/ INDiKATOR 
KJNtRJA

TARQBT
AXKIR
RPdUD
(3016-
«»JI

RfiAUfiAn
TAHUN

3017
TARGET

aois
RSAURA3I

f30J8|
STATUS

CAPAIAN

TsrsutuAny* itudi
in/raiairuicmr d*n pot«nai rvwvi 
bancana

1 1 1
•

Rumuaan kebijakan/kalian Uknie
pereneanatin pembimgunan 
praearana dan eumber diiya 
lorotviiaU

15 15 15 •

Rumuaan kebijakan taknu 
pereneanaan pengem banyan 
oermukiniaA nerrtaaaen

9 5 0

RuRiuMft kebijakan taknu
pcfcneanaan pcngefnbaagan air 
mmum/air Mraih den umraai

1
1 J •

KanaaafflA pasbangunan d^rah 
yang di>implonantaeikan 3

3 3 •

Cakupan perungkalan
kemampuan teknie eparatur 
neranaena 90

50 too •

Mendasarkan kondiei capaian kinetja Perencanaan dari 19 

indikator» telah tercapai sebanyak 17 indikator, akan 

tercapai scbanyak 1 indikalor dan 1 indikaior yang perlu 

upaya karas. [ndikator yang perlu upaya keraa itu adalah : 
Rumuaan kebijakan teknis pcrencanaan pcngembangan 

pemukiman perdeaaan.

2.1.4.2, Kauangan
«

Kincija pembangunan Uruaan Penunjang Pemarintahan 

bidang keuangan ditunjukkan dengan 6 indikator aeparti yang 

tertuang dalam tabal berikut ini.

TabeJ U.32
Capaian Indikator Kinerja Program Uruaan Panunjang 

Pemerintahan Bidang Keuangan

URUSAN/PROGRSM/ INDIKATOR 
KINERJA

fASuSfeY
AXHIR
RPJMD
|k016*
20231

REA Li SABI 
TAHUN 

3017
TARGET

3018
RBALISASI

(30181
STATUS

CAPAIAN

I 3 3 a 5 6 7

4.2 Ruangaa SKD

Pengembakan karu^an daarah
ooot 0000 4.600 30 500.00

---------Benanfaahr^ PAD 270.667.400 309.438.92
4

364.73S.03
0

Faningkaun PAD par tahun 10.344 29,770.916 99,777 137

35,707.964 10.390 13330

Opini BPK ataa laporan WTP WTP WTP

TcHekeananya evaJuaai pangalolaan 
keuangan daarah 34 36 36
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Mendasarkan kondiai capaian kmeija keuangan dari 6 

indikator, telah tercapai sebanyak 6 indikator.

2. L. 4.3. Kepegawaian dan D iklat
Kinetja pembangunan Uruaan Penunjang Pemerintahan 

Bidang Kepegawaian dan Diklat ditunjukkan dengan 7 

indikator seperti yang tertuang daiam label berikut ini.

Tabel 11.33
Capaian Indikator Kineija Program Uruaan Penunjang 

Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat

URU9AN/PROGRAM/ WDIKATOR 
UNeaJA

TAROBT
AKIIIR
RR'.MO

702l\

RftAURASI
tAHUN

2017
TARorr

30 la
R6AU8AB1

1301^
STATVa

CAPAIAN

l 9 4 5 6 7

4.8 PAo4i41kAa
dBA BXP3D
Proven tu«e pej»bac etnikturiU 
yimg telah lulua pendi'dikan 
Jan f>e|Ht;haji kepeourapinan 
§«Auai tinskatan

80.9S 61,0 95,9 •

Apararur yang
meaujik) sertiilkBai pendidik* 
on dnn p«lat(haft teknia aevoai 
bid an V tuen anva

4 6,00 6,00
•

rroaentoae PNS yang 
isempunyai latar belakang 
pendidikM yang aesuai 
dengan rugaa ysng mei^ali 
tanev\ine iawabnva

77 76,00 65,19
•

Pcceentaae penyelesaian 
kaaus'kaaue kepegawaian 40 90 93.27

•

r'roeenlase pegawai y*ng 
memperoleh luputuaan
nenMJUn tenar walm»

100 100 96,46 A
Cnkupan lingkat ketaatan 
aparntur lerhadap peraturan 
knnrortwalan

too 100 80,79

l erU\i(»ananya pangadaaji 
pakaian dinaa aparatur 
bewria eerlenakananrva

100 100 66,53 A
Mendasarkan kondi&i capaian kineija bidang kep>egawaian dan 

diklat dari 7 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator 

dan 3 indikator akan tercapai.
2.1 4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kineija pembangunan Uruaan Penunjang Pemerintahan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan 2 

indikator seperti yang tertuang daiam tabel berikut ini.
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label 11.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang 
Pemcrintahan Bi^ang Penclitian dan Pengembangan

URCSAK/PROGRAM/ INDIKATOR 
KINERJA

•JARaET
AKHIR
RJUUD
P014
mi)

REAUftASJ 
TAN UN 

3017
TARGET

3018
REAU&A81

noi«
STATUS

CAPAIAN

I 3 3 4 s 4 7

4.4 P*MUtl&g d&n
PvRgaabttngBA SP5D

Irqvhw huail pencUlian unCuk 
meningkfttkAn koMQ«hcerABA 
isaflyorukAt

'4 5 8
•

Terban^unnya TechnoPvk
0 0 0

Mendasarkan kondtsi capaian kinerja bidang penelitian dan 

pengembangan dan 2 indlkator, telah tercapai sebanyak 1 

indikator, 1 indikator perlu upaya keras, yaitu : Terbangunya 

Technopark,

2.1.4.5. Fungai Lainnya
Kinerja pembangunan Uruaan Penunjang 

Pemerintahan untuk Pungai Lainnya ditunjukkan dengan 24 

indikator seperti yang tertuang dalam label berikut ini.

Tabel 11.35
Capaian Indikator Kinerja Program Uruaan Penunjang 

Pemerintahan untuk Fvmgsi Lainnya

4.5 Paa^l Laiaara:

X\ K—ikfitartatma DPRD SCTWAN
TeriattUiianya
l4y&A4n fMlIitafti 
DPRD
melakunakan 
fUnsiiny* yaitu 
LagiBLaur, 
PengBAgganui dan 
Pi*n»awa«an

H 100 100
•

9i

PwpMMta
lUMiakam 
iKBTatAMl 
atfalaUtntir 4aa 
Mavaaaa

arroA. aesD. 
PrXAJ BOtOR PO

Per*0At44a produk
hukum/tvfulaai
dMfahyang
dihitiilkan
b«itlM«rk4n
omkada

% 90 175 •

Citkupan
kgttrtadlaan
data/in/ormMl
ialMian

H lOO 100 •
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Tonrujudny* 
KapmiUA Suffiber 
Dtya Apftratur 
Perangkat Deomh.

H 100 too •

Terwujudoya
pet^tnbangan

peiaponn
Capaian kino^a dan 
keuasipn Perangkat 
haivah

H too too •

“ telAh iCTcapal akan tercapai - perlu pcrtiatian/upaya keras

Mendasarkan kondid capaian kinerja fungai lainnye dan 24 

indikator, telah tercapai aebanyak 21 indikator, ! indikator yang

akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keraa, yaitu !

Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta 

kepegawaian dan Rata-rata tmgkat penerapan ketatalaksanaan 

Perangkat Daerah .

2.2. Rekapitulaei Capaian Indikator Kinetja Program 

Rekapitulaai capaian indikator kincrja program dari haul 

tersebut di ataa adalah eebagai berikut:

label 11.36
Rekap Capaian Indikator ICineija Program per Urusan

>UMtAK
CAPAIAN KIN&RJA

INDtKATOA
TMCAPAJ AKAM

TBftCAPAI
PCRLU
UPAYA
K2RAS

TICMK AOA 
KBQIATAM 
TH. 2018

Waiih 
1 Pen didikart 17 10 7
2 Keaehaxan 54 40 3 1
3 Pekenaait Umum dan

Penaiaac R«ian«
19 14 3 2

4 Pcrumahan Raicyat dan
Kavaaan PcnBukiman

2 1 ] 4

s Katertiban Umum
Perhndunaan Maav.

21 21 - -

ft Sn«nM( 6 a .
(Jrusan WajiU 8ukan Pelayanan Daaar

1 Tenagd Kerja 3 3 •

2 PP dan PA 7 7

3 Par.gan 3 \ 2 •
4 Pertanahan 3 1 2 •
5 Lingkungan Nidup 14 12 1 1

6 Admlniatraal Kependudukan a
Capil

i t 1 •

7 Pembtrdea 12 U . 1
6 Pengendalian Pimduduk a KB 14 12 2 .

9 Perhubungan 6 6 - •
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CAFAIAN KIN BAJA

NO UWJSAN INtNKMOR
TSRCAFA] AKAN

TBftCAPAl

PSRLU
UPAYA
KCRAfl

TIDAK ADA 
KtQlATAN
TH. 2018

10 Komuittkaai dv) iRfiannaCikA 6 5 1 -

U KoperM d«n LTKM 4 4 • '

12 penanuDAA Modal 6 4 ' 2

13 Kcpemudaaji dan OR S 4 • 1

14 Sctfiiailk 1 1 ' 1

IS P«fHandian 1 1 • •

16 Kebudayaan 6 6 • •

17 Pofpuotakatn 1 1 ■ ♦ -

IB Kearicipan 4 3 1 •

Urusan Pilihan

1 KeUutan dan PankAAan • 3 3 • •

3 HariwiMita 9 6 1 •

3 Poftanian 35 19 6 •

4 Kehutanan • - • •

S Encrgi dan Sumber Daya 
Mineral 1 1 • .

6 Parti agangan $ 4 1

7 Penndua&ian 4 3 • 1

S Tranamigra^ . •

Urusaji P« nunjang Pemehntahaj%

1 Percncanaan 19 17 1 1

2 Keuangan 6 6 • •

3 Kcpegawaian dan Diklat 7 4 3 •

4 PenaUdan dan Peagambangan 2 i • 1

s Pungai Lainnya 24 21 1 2

TOTAL 32S 36S 37 13 •

Preaem&M 100% 61,54 11,38 4 -

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pertnasalaha-1 pembangunan daerah yang masih
dihadapi adalah aebagai berikut:
1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang

disebabkan terba lasnya lapangan ketja, j u rnlah
tenaga kcrja tidak aebanding dengan kasampatan kcija, 
dan pcndidikan tenaga ketja belum sepenuhnya scsuai 

dcngan pasar ketja;
3. Belum tercukupinya kcbutuhan air baku;



4.

5.

8.

Masih adanya masyarakat yang beJum terlayani energi 
listiik;

Masih rendahnya peran UMKM sebagai saiah satu 

penyangga dan penggerak pcrekcnomian daerah, 
terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan 

modaJ, serta kualitas produk;
Belum memadainya penyelenggaraan pendidikan 

ditunjukkan dengan sarana prasarana pendidikan 

yang belum sesuai standar nasional, tenaga pendidik 

belum seluruhnya memihki seniRkat dan berkualifikasi 
Sl/DIV, kuaJitas luluaan siawa dikmen dan dikaua belum 

sesuai tuntutan pasar keija. selain itu masih banyaknya 

siswa miskin yang belum menerima bantuan siawa rniskin; 
Masih cukup rendahnya derajat kesehatan 

masyarakat terutama terkait kemadan ibu dan bayi. balica 

dengan giai burukr dan penyakit menular;
Perlu peningkdtan pelayanan infraatruktur dalam 

mendukung pcriumbuhan ekonomi pengembangan
panwisata dan pengurangan kemi ski nan-Perma saiah an 

lainnya terkait dengan:

2.4. Isu Strategis Pern ban gu nan Daerah
Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di 

Kabupaten Boyolali, maka dapat dirumuskan isu strategis 

pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 sebagai 
berikut:
1. Isu Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan

a. Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar 

Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi 
ddak aebanding dengan pembangunannya, perlunya 

penambahan infrastruktur untuk memperlancar akses 

perekonomian di perkotaan dan pedesaan, hal ini perlu 

upaya priori tas penyelesaiannya agar memberikan 

dampak positif pada pengurangan be ban mobilisasi 
sumber-sumber produksi di »vilayah penghubung antar 

desa antar kecamatan, Isu infrastruktur lain yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah rasio kecukupan jaringan
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irigasi yang masih reladf kecil dan adanya keruaakan 

bangunan irigasi serta kurangnya partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaanirigasi.

b. Isu Strategi Peningkatan (nfrastruktur Penunjang dan 

SosiaJ

Ouna mcndukung pertumbuhan ekonomi dan 

pengcmbangan wilayah Kabu paten Boyolali memerlukan 

ketcrsediaan peningkatan infrastruktur penunjang dan 

soaial berupa sarana transportasi, perhubungan, air 

bereih, energi. An tar a Iain mdalui pengembangan dan 

pembenahan sarana transportasi publik dan infrastruktur 

penunjang lainnya. Pembebasan tan ah untuk 

pern bangunan aksebllatas jalan baru juga menjadi haJ 

pen ting guna mengurangi be ban arus distribusi dan akan 

bercfek pada koneksitas an tar wilayah yang semakin kuat 

untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat 

dan kesenjangan aniar wilayah. Kondisi lain yang perlu 

mendapatkan penanganan adalah infrastruktur energi, 
jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas 

masyarakat dan mempertahankan fungsi Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) serta menambah ketcrsediaan RTH untuk 

menjaga kualitas lingkungan hidup.
Ouna mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik 

dan non fisik sebagai mediator an tar a sistem ekonomi dan 

sosiai dalam kehidupan manusia masyarakat Boyolali juga 

memerlukan pembangunan infrastruktur sosiai antara lain 

infarstruktur pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan 

dan penunjang penyeleaaian masalah sosiaJ antara lain 

panti asuhan dan'pami jompo.

c. Isu Strategis Penataan Ruang
Pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh 

masyarakat, pengembangan sarana praaarana transportasi 

umum (jalan tol dan bandara) dan pengembangan 

kawasan kota di wilayah regional. Menjadi haJ yang tidak 

mudah bagi pemeriniah daerah untuk mengijinkan 

setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu 

memperbmbangkan kebijakan tata ruang Kabu paten
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Boyotali. Sehingga perlu komitmen bersama untuk 

mewujudkan pengelolaan penggunaan lahan secara efektif 

dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan 

pengembangan kawasan penanian dal am rangka 

keamanan dan ketahanan pangan.
Disamping itu untuk mempertahankan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperlukan 

penyediaan regulaai yang diseauaikan dengan kondiai liil 
yang ada.

d. lau Strategia Peningkatan Penyediaan Perumahan
Belura memadalnya penyediaan sarana dan 

prasarana dasar permukiman dan maaih banyaknya 

rumah yang ddak layak huni.

2. isu Strategia Peningkatan Tata Kelnla Pemerintahan dan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan 

Demokratia

a. lau Peningkatan Tranaparansi, Akutitabilitaa Data dan 

Infortnaai
Tranaparansi Inform?.ai dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknolog infonnasi (TI) diharapkan dapat meningkatkan 

akuntabilitas publik berbaaia akuraal data. Pelayanan £- 

government menjadi kebutuhan bagi tata kelola 

pemerintahan, dan araip daerah. lau pendataan informaai 
pembangunan daerah dan penataan pengendalian ruang 

berkonthbusi pada tranaparansi dan akuntabilitas 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis 

akuraal data.

b. lau Peningkatan Implemer.tasi R^ulasi, Standar Pelayanan 

dan Pemanlaatan Haall Kajian.
Selama kurun 2016-2021, di Kabupaten Boyolali 
mcmerlukan ketersediaan regulaai/kebijakan daerah yang 

tepat dan berbaaia akuraai data serta diimplementasikan di 
aetiap aapek pembangunan.
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c. t8u Peningkatan Profeaionalitas dan Akuntabilitas Aparatur 

Penyelenggaran Negara
Perlu penyediaan I'egulasi kepegawaian (rekmitmen, 
penetapan, mutaai maupun promoai) supaya mendukung 

gerakan and Konjpsi, Koluai, dan Nepotisme (KKN) dan 

budaya keija, serta kuaiitas pelayanan publik.

d. lau Peningkatan Kelembagaan, Tata Organiaaal, dan 

Pendayagunaan S umber Day a Organisasi Yang Cfektif Dan 

Eflsien.
Pertunya penyediaan reguIasi sesuai dengan kebutuhan 

Iraplementaainya terkait penaraan organ isasi perangkat
daerah. Kebutuhan pengembangan organisasi pemerintah

1

daerah mengikud rasionalitaa kebutuhan layanan. Apabila 

auatu perangkat daerah bertambah besar be ban tuntutan 

peiayanannya, dimungkinkan adanya pemisahan organisasi 
atau pemekaran wilayah kerj^ pelayanan oiganisasi.

e. !su Peningkatan Kepastian Penegakan hukum dan
Pcnghormatan HAM
Mengantlaipaai dan melindungi masyarakat dari 

keddakpaadan hukum dan pelanggaran HAM antara lain 

melalui revolusi mental dalam mewujudkan masyarakat yang 

tertib, aman, dan mendaparkan perlindungan jaminan 

kesejahteraan sosial serta penegakan hukum sebagai upaya 

mencegah fenomena pah am radikalisme berupa terorisme 

yang telah bertransformasi menjadi ancaman dan kekacauan 

wilayah, serta antisipasi terhadap peredaran narkoba yang 

mengancam produktivitas dan moralitas generasi muda.

f. Isu Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah
Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah 

secara eflsien dan akuntabel menjadi strategis untuk 

memeiiuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan 

w^ib dasar dan cHsiensi belanja. Di samping itu juga 

dibutuhkan upaya untuk penerdban aset daerah dan juga 

transparansi dan akuntabilitas kinetja pengelolaan keuangan 

daerah.
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g, Rasio pemenuhan ketersediaan aarana dan prasarana 

pemerintahan dan pelayanan publik
Kecukupan sarana pemehntahan dan pelayanan publik 

sesuai rasio tunlutan kebutuhan pelayanan menjadi isu 

etrategis karena mendukung pencapaian kinerja pelayanan 

publik prima. Oleh karena itu penambahan fasilitas 

pcnyclcnggaraan pelayanan pemeriniahan dan pelayanan 

publik periu menjadi bagian penguatan tau kclola 

pemerintahan yang efektif.

3. Uu Strategia Peningkatan Daya Saing Daerah

a. lau Keijasama Antar Daerah (KAD) dan Dunia Privat Bersifat 

Strategie.
KAD dapat dijadikan sarana untuk menyerasikan dan 

mensinergikan potensi antar daerah Keijaaama antar daerah 

dan keijasama dengan dunia uaaha berperan strategis untuk 

meningkatkan daya saing daerah mclalui pertukaran 

pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal, pemecahan 

masalah Ungkungan dan aumber daya publik, aeperti 
psreampahan dan air Isu Peningkatan Derajat Keamanan, 
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Demokrasi.

b. (au kondu si vitas daerah
leu ini mengingatkan pentingnya kondlai daerah yang tenib, 
am an, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan 

menciptakan kondisi kota yang ramah investor, sehingga 

meningkatkan daya saing daerah.

c. Isu Daya Saing Daerah dan Sumber Daya Manusia
Jsu-isu dari bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan. kesetarsan gender dan pemuda dan olahraga 

berkontribuai menyiapkan kualitas aumber daya manusia 

untuk meraih keunggulan dalam per sain gan paaar, lermasuk 

perkembangan inovasi daerah.

d. Isu Ketersediean Sarana dan Prasarana Pertanian. 
Perdagangan, Industri dan Panwisata
Ketcrsedlaan sarana dan prasarana pertanian, perdagangan, 
industri dan panwisata yang memadai akan membuka akses
pesar bagi produk-produk unggulan daerah meliputi sektor
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pertanian, perikanan, Industri keci! mcncngah (TKM), dan 

pariwisala sekaJIguB membuka peluang inveataai di btdang 

industh.

isu Pengembangan Dunia Usaha.
Isu pangembangan dunia usaha berkontribusi terhadap 

peningkatan day a saing, kreativitas, kualitas dan kuantitas 

produk dari pelaku usaha khususnya UMKM daJam memasuki 

era per sain gan global antara lain dibcrlakukannya Pasar 

Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 
Tahun 2016.

f. Isu Pengembangan Potensi Pariwiseta dan Budaya
Pariwisata menjadi dimen si prioritas pembangunan sektor 

unggulan di RPJMN Tahun 2015-2019. Pariwisata juga 

meiyadi isu strategy Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, 
dan menjadi prioritas arah pengembangan potensi wilayah di 
Jawa Tengah. Tantangan bagi Kabupaten Boyolali adaJah 

memadukan tantangan nasional dan tantangan Provinsi Jawa 

Tengah di bidang pariwisata dengan mi si Bupati lerpilih 

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dari analisis isu yang 

dilakukan, tantangan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali 
adalah mengembangkan industri pariwisata berbasia 

pengembangan hasil pertanian dan berwawasan keberlanjutan 

Ungkungan aiau pengembangan pariwisata hijau, 
Pengembangan agrowisala dan atau agropolitan menjadi isu 

strategis. Selain itu juga pengembangan pariwisata berbasis 

seni budaya- Pengembangan seni budaya selain bermakna 

sebagai potensi wisata, juga berfung^i meleslarikan nilai-nilai 
jati dill sebagai komunitas yang mewarisi tata nilai adat 

khusus dari nenek nioyang bangsa. Isu strategis dalain 

pengembangan pariwisata berbasis nilai seni budaya adalah 

memasyarakatkan di kalangan generasi mud a kebanggaan Jati 
diri sebagai pewarts nilai-nilai adat budaya nenek moyang dan 

mengemas pemasarannya secara tepat di tengah arus 

komodlfikaai nilai-nilai budaya luar. Potensi pariwisata dan 

kebudayaan di Kabupaten Boyolali yang perlu dikembangkan 

adalah pclcstarian situs warisan budaya dan bangunan cagar 

budaya, tertnasuk peninggolan sejarah dan situs-situs wisata 

religi.
.44 .



4. isu Strategic Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Daerah, sebagai repreaentasi negara, merupakan 

aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab memenuhi hak 

ekonon)ir aosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar 

kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Daerah dapat menggandeng swasta untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi sekaligua merofasilitasi elemen- 

elemen masyarakat lokal daJairi menggerakkan ekonomi rakyat 

untuk menciptakan pemerataan.
a. Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga 

Isu kemiskinan, jaminan dan bantu an ekonomi bagi kelompok 

miskin, pemenuhan kebutuhan papan» meliputi isu kawasan 

kumuh. rumah tidak layak hum, alih fungat lahan, rasio 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur menantang bagaimana 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana 

program KB di Kabupaten Boyolali untuk memperluas cakupan 

peserta Keluarga Berencans dan kesehatan eeksual dan 

reproduksi, menuju keluai^ sejahtera.
Isu Der^jat Kesehatan, yang krusial adalah (i) fengurarigan 

Angka Kematian Ibu (AXl), Angka Kematian Bayi (AKB) dan 

Angka Kematian BaJjta (AKABA), (ii) Pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular (Demam Berdaiah, TB Paru 

dan HIV/AJDS), (iii) Peningkatan mutu dan standar peloyanan 

kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan nijukan yang dapat 

dijangkau masyarakat tidak mampu, (iv) Optimalisasi pelayanan 

RSUD dengan model BLUD.
Isu Pendidikan, implementasi penuntasan w^ib belajar 

pendidikan dasar (sembilanj tahun balk bagi laki-Iaki dan 

perempuan sccara adil dan setara sebagai bagian dari Program 

Indonesia Pintar melalui wajib beiaJar 12 (dua belas) tahun 

bebaa pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk 

mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal, 
Pendidikan PAUD, Kualitas tenaga pcndldik merupakan upaya 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan 

peluang usaha dan pendapaian.
Isu Perempuan dan Anak, dibutuhkan upaya (i) Mengeliminasi
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disknmmasi ter had ap perempuan dalam kchidupan poUtik, 
©konomi dan publik; (ii) Peningkatan kualitaa hidup anak dan 

perempuan mclalui sisiem perlindungan dan kescjahieraan 

sosial terpadu, sebagai bagian meningkatkan kescjahieraan 

keluarga, melibatkan collaborative dan koordinasi lintas acktoral, 
dan parti si pasi masyarakat.

b. Isu Ketahanan Pangan dan Energx
Isu Ketahanan Pangan dan Energi, tantangannya bagaimana 

meningkatkan produktivitas sumber pangan. Isu alih fungsi 
lahan pertanian, produktivitas hasil pertanian, petemakan, 
perikanan darat, ditekankan pada diversiflkasi pcngolahan hasil 
pertanian, petemakan, perikanan darat berbaais tcknologi tepai 
guna.

c. Ketenagakcijaan, Pen u run an Pengangguran dan
Pcnanggulangan Kemiskinan.
Isu ketenagakerjaan, tantangannya mengurangi pengangguran 

dengan menciptakan I a pangan keija berkelanjutan. Peningkatan 

kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam 

rangka rnembekali angkatan keija dengan keahlian di bidangnya 

guna menekan angka pengangguran terbuka Peningkatan 

keijasama an tar daerah dibutuhkan untuk peningkatan 

kes^fthtcraan transmigran.

5, Isu Slrategis Perlindungan Ungkungan Hidup (mplementasi Green 

Economy

Permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun 

Juga besamya laju populasi manusia. Pertumbuhan penduduk 

kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan dan 

peningkatan kebutuhan energi berimpUkasi pada pencemaran 

Ungkungan hingga penyakii penyakit menular karena lingkungan. 
a. Isu Peningkatan Tanggap Bencana

Isu pexlindungan masyarakat dari ancaman bencana 

merupaJtan wujud pemenuhan hak. Isu strategisnya adalah 

menggescr paradigma dari pcnanggulangan bencana menuju 

pengelolaan bencana. Fokus tidak hanya menangani bencana. 
namun Juga mitigasi bencana keseluruhan manajemen resiko 

yang bertujuan untuk mengurangi lesiko bencana. Perlunya 

peningkatan pengendolian pencemaran lingkungan hidup.
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iingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah 

tangga menghasUkan kaiya dari program pengelolaan aampah 

berbasis 3R {Reduce, Reuse dan Recycle) untuk menambah 

penghasUan keluarga dan menjaga keberlanjutan Iingkungan 

hidup.

c, Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan 

Pembangunan Berkelanjutan
I

Dari ran ah isu regulasi» perlu penegasan implementasi kebijakan 

tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan wUayah, dan 

kebijakan tata kelola kebsrslhan serta kebijakan pro lingkungan 

hidup yang berkelanjutan. Isu kemerosotan pkeanekaragaman 

hayati^ inenii^Jcatnya luasan lahan kritis, ketersediaan sumber 

air baku menurun, dan menurunnya kualitas sumber day a air 

bersih, eampah, RTH, limbah industri, sanitasi bagaimana 

mengatasi degradasi lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan 

dan mengatasi perubahan iklim dan bagaimana memenuhi RTH 

Kota scsuai persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, 
mewujudkan pengurongan pencemaran limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun) dan penanganan sampah sebagai 
upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas 

interaksi sosial dan ekonomi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Bvaluasl Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui 

sejauh mana prediksi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 

Kabupaten Boyolali sampai dengan Triwulan II. E>ftluasi tcrhadap 

hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk mcnilai dan memastikan 

bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dal am 

RKPD Tahun 2019 dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai dalam upaya mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional tahun 

2019.
Capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2019 s.d. 

Triwulan II setelah divcrifikasi dan dievaluasi per OPD tersaji pads 

Tabel II.5 3. berikut:
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Tabel 11.37
EVALUASl RKPD TRJWULAN II TAHUN 2019
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Dari tabcl Rckapitulasi Capaian Kinetja dan Realiaasi Triwulan II 
Tah\m 2019 diataa dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah Anggaran yang direncanakan di RKPD Tahun 2019 aebesar 

Rp. 1.150.058.207.665,00 dan kcmudian ditindaklanjud dalam 

APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 996.795.623.000,00.
Jumlah anggaran APBD 2019 pada Belanja Langaung aejumlah Rp 

996.795-623.000,00. Ini termaauk anggaran yang ada di 6 

kelurahan yaitu sejumlah Rp7.' 77.646.000,00. Sebagai Catalan, 
anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD 

Kabupaten Bciyolali 2019 dan sudah dianggarkan dalam APBD 

Kabupaten Boyolall 2019. Rincian alokasi untuk masing^masing 

Kelurahan adalah sebagai berikut’ Kecamatan Bcp^^olali mencakup 

Kelurahan Banaran sebesar Rp 1.152.941.000,00, Kelurahan 

Siswodipuran sebesar Rp 1.252.941.000,00 dan Kelurahan PuUsen 

sebesar Rp 1.152.941.000,00. Kecamatan Mojosongo terdiri dari 
Kelurahan Mojosongo sebesar Rp 1.152.941.000,00 dan Kelurahan 

Kemiri sebesar Rp 1.312.941.000,00. Kecamatan Juwangi Cerdiri 
dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp 1.152.941.000,00.

2. Terdapat 2.061 kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2019 

dan kemudian dicindaklanjuti dalam APBD Tahun 2019 sebanyak 

1.909 kegiatan;
3. Sampai dengan Triwulan I! Tahun 20X9 diperoleh jumlah Realisasi 

An^aran sebesar Rp. 147.681.686.405,00 sehingga diperoleh
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peraentasc Realidasi Anggaran sebesar 14,82% dan rata-rata kincrja 

fiaik sebeaar 43,32%.
4. Adapun kcsesuaian kegiatan pada Rencana Keija Pcmbangunan 

Daerah (RKPD) Kabupacen Boyolali Tahun 2019 dengan Anggaran 

Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahxm 2019 terangkum pada Tabel 
U.6 berikut:

label 11.38
REKAPITULASI KESESUAlAN KEGIATAN 

ANTARA RKPD DAN APBD TAHUN 2019

NO ORQANISASl PERANOKAT DAERAH / 
UNIT ORQANISASl /OPT

DI RENCANAXAN DALAM 
PKPT)

DI DANAl 
APBD

DI DANAl 
APBD

TIDAX DI 
DANAlAPBD

TIDAK ADA 
DI RKPD

1 Omu P«ie«riwt OM 9 0
} DMatKCMAMA U 0 n
) AkVW SMlMnum O—rih PinOan. 2 1 0
4 ftun«n SaUt Umun OMtti Wvw WM» 4 1 n
( ftwntn Smi Ufnum DMdh SWie 4 0 f)i 1

1 1

a 0 01 inM4 r«ivT«Mii Ml K*N«ufi vamgUMi 7,% 2 0
1 WMft POHi PvnenQ Phh 7A 8 n

KAmor KAUUrtin B4tl0M OT PoUUK 14 0 0
i& SMlA ?4A9AQByl4nQ«n 4^ 13 0
11 0\W SmIU 1 0
12 Uiri4» lUciFianan Pfogin 10 1 n
19 UinM Unghun^Afl HWup 44 0 0
14 DIAM KcpenPuAjUrt iMn M«riC0til0n Kiptl 15 1 0
it SIAM P«mMrWrMn Otn Mia 14 7 n

UinM P0n0tfx>atMi PuiMWk, Kakurpi BnAuni, PimMf04ra«n
Pprimpum 0«n P««iln0u(ioiii Arvii 44 7 0a Dlnai ParluPurigin 17 1 0

19 mn*i KemwiiiKul dan mronnUM 31 2 nA Oiri*i Kopatasl Mr> T«fiiQ« K4^ 47 2 n
CMn«* P«ri4n*m*n MMal Otr P«i»y0r«i T«im0u Satu PInlw 27 7 0

ii Oinai P«ffluda. OUn hi0i ma Mtitniuu 40 8 n
a Kairtiptn Mi Pt<puii4kMn in 6 n
29 0m«4 Pwtirwn 42 0 n
24 CWiM P«t*rnaMi dio Ptfikanin 11 12 0
29 Dmu P4r«AQ4A9aA Mi P«nr)du«triaA 19 1 n
20 Kapaip totran Mn w»ui 77 1 n
27 044/MrW DMfaA 74 7* n

BMVtaAal DPftD 30 0 0
» I^ICIAHim 35 0 n
M PaWaMft B4Apnn 74 4 0
91 KawmA »*u0MA 77 7 0
92 Kakirmn biMoapisM 7? ! 0

Naamaae HUM 15 { 0
94 XaaamaHn MSoMige 11 0 2

PCMWIM MciaMVe 23 2 0
90 MMafian Kwtwi -------------- 74 2 0
V UGPAllHfl Tctm 14 0 3
M KacawHW* OHi>vttawo 11 0 1
9B Mcamaiw SMt 11 0 n
4B MMUMMSma 14 0 2
41 KacamaUA 14 0
42 Ka»vaMisn« 10 1 0
49 KacamaiMi HoeoMl 16 0 0
44 KiMTHBA <HQO 36 0 1
49 KaMAMA AAMig 41 1 0 0
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NO OROAN18A81 PERANGKAT DAE RAH / 
UNIT ORGANISASI /UPT

DI RENCANAKAN DALAM 
RKPn

DI DANA! 
APBD

DI DANAl
APBD

TIDAK DI 
DANAlAPBD

TIDAK ADA 
DI RKPDWonoMflorO 047 K*rwiQ^d« n ) n44 K«mu*w 1 n4B Mcanuur n ftM ?n n ft

^4 0 '>
U OpQpo 10 ii^ ftKTwwtn 8«e 36 2 0lri(n>wm P—---------------------------- 32 2 0

BMMi S*n 46 10 0
BMftK«MVIQSM BMtW) S3 11 0ft? aw» Mnng«4Hiw> '*l ‘ T T* f lir Ptr^p fTKflt- 36 9 0

TOTAl 1896 18S 13

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun
2019 dapat disimpulkar) sebagai berikut:
1. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2019 dan kemudian 

ditindoklanjuti dalam APBD Tahun 2019 sebanyak I,S96 

kegiatan.
2. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2019 namun tidak 

masuk dalam APBD Tahun 2019 sebanyak 185 kegiatan,
3. Kegiatan APBD Tahun 2019 yang tidak direncanakan dalam 

RKPD 2019 sebanyak 13 kegiatan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1.909 kegiatan, 
dengan tingkat kesesuaian kegiatan - (1.896/1.909) x 100% - 

99,319%.
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Capaian Target Kiae^a & Fenpenpaa Anggauraa
Adapun uncuk capaian target kmerja fisik diaandingkan dengan 

penycrapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah 

aebagai berikut:

Tabcl 11.39
Capaian Target Kineija & Penyerapan Anggaran 

Sampai dengan Triwulan U Tahun 2019

Peaeapalaa Capaian Klneija 
risik

%

Realisasl Anggaran
Ruoiah %

Triwulan 11 43.32 147.681.686.405.00 14.82

2.2.2 ReaJjsasi Capaian RPJMD

Arab kebgakan pada periode tahun ketiga masih melanjutkan 

fokua tahun kedua yang belum aeleaai, melanjutkan pelayanan rutin, 
dan mempcrsiapkan fokus tahun ketiga, tema pembangunan tahap 

ini adalah:

" FeageBibangan Daya Sal&g Daerah Berwawaaaa 

Kabupatan tl^aa dan Xobupaten Cerdas (Smart Cituf

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan 

investasi diarahkan pengembangan geliat perekonomian masyarakat 
Kabupaten Boyolali dengan tetap meryaga orientasi perekonomian 

hijau [Green Economy). Geliat perekonomian juga diarahkan pada 

penggalian potensi khaa yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali 
dengan lingkungan alam dan lingkungan soaial yang dimiliklnya. 
Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran 

khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi 
dasar pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan 

ekosistem pertanian.
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penggalian potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali 
deDgan lingkungan aiam dan lingkungan aosial yang dimilikinya. 
Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan petemakan, peran 

khas Kabupaten Boyclali &e hagai lumbung pangan nasionaJ 

memben dasar pengcmbangan mcnjaga kcseimbangan dan 

keberlanjutan ekosistem pertanian.
Prioritaa Tahun 2019 aecara garia beaar diarahkan meiidukung:

1, Imptementasi reguiasi daerah ramah inveataai dan
inipJemenlasi keijasaina pemerintah dcngan swasta uniuk 

peningkatan kapasitaa pembangunan daerah untuk 

mendukung prioritas: (i) BoyolaU Kabupaten Air; (ii) BoyoJab 

Kabupaten Hijau; (ui) Boyolali Smart City; dan (iv) Peningkatan 

pfoduktivitaa dan day a aaing masyarakat;
2- Penguatan kapaeitas masyarakat mengoperasikan pelayanan 

berbasis teknologi, untuk mendukung prioritas Smart City;
3. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana

pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan
pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;

4. Peningkatan kualitas dan pern era taan infrastruktur dasar dan 

penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan 

Boyolali Kabupaten H\jau;
5. Penguatan inova si pengolahan ha ail produksi dan pemasaran

hasil pertanian, petemakan/perikanan, termtegrasi dengan 

pemasaran, pariwisata untuk mendukung prioritas
pengcmbangan days aaing ekonomi, daya tarik wisata, 
peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskman;

6. Menguatkan parti sipasi masyarakat dan optimalisaei
kemandirian wilayah untuk meningkatan kualitas aumber daya 

manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatarx, 

dan kesejahteraan sosial;
7. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah;
8. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya 

tarik produk dan potenei daerah Boyolali, di bidang pertanian, 
petemakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan, icrmasuk 

nilai seni budaya. kawasan cagar budaya, dan peninggalan 

sejarah dan wisata religi.
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Arah kebijakan yang dikembangkan pad a Tahun 2019 yaitu:
1. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan keoejahteraan social;
3- Peningkatan kesetaraan aksea memperoleh pendapatan;
4. Penlngkatait kualitaa layanan pendidikan;
5. Peningkatan day a f»aing industri yang berbaais sumber daya 

Local;
6. Peningkatan daya saing perdagangan;
7. Peningkatan produksi dan industri berbaais pertanian.

Dari sejumlah 325 indikator yang harus dicapai pada tahun 2019 

telah tercapai 265 indikator, akan tercapai sebanyak 37 indikator, 
dan 13 indikator perlu upaya keraa dalam pencapaiannya. Oleh 

karena itu diperlukan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 

2019.
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BAB III
KERANOKA EKONOMl DAN KEUANOAN DAERAH

3.1. Dasar Pcrtimbangan Perubahan RKPD Kabupaten BoyolaJi Tahun 2019 

yang disertai Oambaran Perubahan Kerangka Bkonomi Daerah
Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019f dilaksanakan 

berdasarkan hasil evaluasi pelakaanaan tahun berjalan yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

meliputi;
a. Ketidaksesuaian dengan asumsl kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, priohtas dan aasaran pembangunan, 
rencana program dan keglatan prioritas daerah,

b. Keadaan yang menyebabkan soldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun beijaJan; dan/atau
C. Keadaan darurat dan keadaan luai biasa sebagaimana ditetapkan 

dal am peraturan pcru ndang-undangan;
d. Pergeseran Kegiatan an tar OPD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan altematir penambahan atau 

pengurangan target kineija dan pagu kegiatan, serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
e. Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan keb^akan keuangan 

daerah adaJah sebagai berikut:

3.1.1. Perubahan Arab Kebyakan Ekonomi Daerah
Penyesuaian beberapa ir.dikator makro perekonomian antara lain: 
a. Pendapatan E^omestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatar* Domeetik Regional Bruto Perturobuhan ekonomi 
Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domesnk Regional 
Bruto (PDRB) Alas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2018 

(angka sementara) sama dengan angka pada Tahun 2017 sebesar 

7,20%. Sedcmgkan PDRB ADHK (Atae Dasar Hsug;a Konstan) Tahun 

2018 (angka sementara) sama dengan angka pada Tahun 2017 

sebesar 5,41%. Adapun tondisl perkembangan PDRB Kabupaten 

Ektyolali Tahun 2016 sampai Tahun 2018 atas dasar harga berlaku 

(ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada 

label berikut.
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label IIU
Perkembangan Produk Domeatik Regional Bruto 

Kabupaten Boyolali Tahun 2016*2018

T«hUB
PDRB AD KB PDRB ADHX

NiJai (Jute
Rorifihk

(H)
nffnsVifthan

NiUi (JutM
Runuhl

(%}
rmnihahnn

ill (2) 0) (**) (5|
2014 20.958.574,00 11,49 17.085.661.60 5.04

201$ 23.550.823,14 U,30 18.160.983.9S $.91

2016 25.929.835,07 10,10 19.118.756,30 5.27

2017 ?7.797.183,94 7,20 20453.132.21 5,41

2018" 27.797.183,94 7,20 20.153.132,21 5,41

RalM*raU 27 797.183,94 7,20 20.IS3432.31 5.41

Keteran^an: • 
Sumb^data:

*' Qftgka Mmtfntara 
BPS Ketbxipottn Bayoiafi

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama 3 (tigaj 
tahun terakhir men gal ami ilukcuatif. Pada Tahun 2015 mengalami 
kenaikan aebeaar 0,49%. teupi pada Tahun 2016 mengalami 
penurunan sebesar 0,64% menjadi 5,27% darl semula 5,91% pada 

Tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

sebesar 0,14% dan semula 5,27% pada tahun 2016 menjadi 5,41% 

pada lahun 2017. Kondisi tersebut didorong oleh maaih kuatnya 

permintaan domestik yang didukung dengan relatlf terjaganya day a 

beli masyarakat dan tetap tingginya kegiatan investasi yang 

didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrasiruktur, pembangunan sarpraa inveatasi, upah tcnaga keija 

yang masih kompctilif di Kabupaten Boyolali. Perkembangan 

pertumbuhan ekonomi, predikai, dan target terlihat seperti pada 

Tabel 1.2.
Tabel III.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali 
Tahun 2014-2018

No. Tahun Pertumbuhan ekonomi
1 2014 5.48
2 2015 5.91
3 2016 5,27
4 2017 5,41
s 2018*^ 5,41

Kextmngon: •• angka seftwntara 
Sumb^r data: BPS Kabupaten BayotaU
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c. InfUisi
Perkembangan inflaei di Kabupaten Boyolali cenderung 

fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi 
baik yang beraifat internal maupun ekstemal antara lain 

disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif 

daoar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di 
pasar yang berdampak kenaikan dan faktor ekstemal iainnya, 
Adapun perkembangan inflasi di Boyolali sepcrt: pada Tabel 1.3 

berikut:

Tabel II1.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Boyolali 

Tahun 2014-2018

No. Kf lompok Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018»*

1. Buhan MjikAnan 1S.41 4,34 6,27 1,09 1,09
2, Mokjinan Jadi. MiRUmim dan

Rokok dan 3,25 4,82 3,91 2,46 2,45

3, Prrumahttn, Air. Liatrik, Qaa 6,44 2.41 2,01 3,67 3,67

4. Sfuidang 3.52 1,77 2,25 3,70 3.70

5. Kewhaian 2,90 3,81 1,77 3.29 3.29

6. PencUdikan. Rekreaai & OlAh
Rnxa 4,43 3,45 2,47 2.58 2,58

7. Trnniqi^Uuii. Komunikaju dan
Jrtsn 10.21 •2,72 2,12 5.76 5.76

Umum 3,45 3,45 6.21 7,45 7,45

K9t0f<mfjan: angka scmenia/a
Sumber da:o 3PS Knbupoten Boyolali

d. Indeks Qini

Tingkat ketimpangan distribuai pendapatan secara 

menyeluruh di Kabupaten Boyolali Tahun 2014-201$ dapat diiihat 
pada tabel berikut:

Tabel IU-4
Indeks 0ini Tahun 2014*2018 Kabupaten Boyolali

No. Tahun Ind«k8 Oim

1 2014 0,38

3 201S 0.35

3 2016 0.35

4 2017 0.35

6 2018 0.35

Sumbtr data,- BPS KabuptObn BcyciaH
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e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. angkatan 

keija yang masuk pada pasar keija mengaiami peningkatan pula. 
Permasalahan akan muncul kctika jumlah para pencari kerja tidak 

seimbang dengan jumlah iowongan ketja yang tersedia. Mengingat 
urgenai dari aspek ketenagakeijaan, di mana manfaat langsung dari 

pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempalan keija, 
aetiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada pcrluasan 

kescmpatan keija. Dengan kata lain, aaJah satu saaaran utama 

pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk 

menyerap angkatan kerja.

Besamya eerapan angkatan keija atau tingkat partisipasi 
penduduk terhadap pembangunan dapat diiihat dari indikator 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menipakan 

perbandirtgan antara jumlah angkatan keija dengan jumlah 

penduduk usia kerj& tahun ke atas). Angkatan ketja sendlri 
merupakan penduduk yang secara aktif bekeija maupun yang 

belum bekeija tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain 

yang sering dipakai untuk mengetahui kondiai ketenagakeijaan 

adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan 

perbandingan jumlah pengangguran diban din gkan dengan jumlah 

angkatan kerja. TPT di Kabupaten Boyolali mengaiami 
perkembangan yang fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir 

sebagaimana terlihat pada label berikut ini:

Tabel III.5
Perkembangan TPAK dan TPT 

di Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Jaiva Tmgah 
*BPS tidak meritis data pada tahun 3016

Ho. Tahun TPAK TFT

1 2014 74^ S.46

2 2015 74.68 4.98

3 3016* N/A K/A

4 2017 69.06 3.67

S 2018 NA 2,16
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r. Kemiskintm
DaJam upaya perumu&an kebijakan dan intervensi program 

penanggulangan kcm^skinan, secara nasional data yang digunakan 

adaiah data liasU pendataan o2eh Bad an Puaat Statiatik (BPS) 

dengan ha&il sebagai berikut;

label III.6
Penduduk Mi skin Kabupaten Boyolali 

Tahun 2014-2018

No Tahun ProoenUM f^anduduk Mlakui
1 2014 12,36

2 201» 12,45

S 3016 ir,09

4 2017 11.96
5 2018 10,04

Sumber Data. BPS Pn?vinsi Jawa T^ngah

4

Data kemiakinan makro/agregat banya menggambarkan 

persentase dan Jumlah penduduk miskin. WaJaupun sangat 

berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangaa» 

namun tidak dapat digunakan sebagai pcnetapan sasaran program 

penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kcmiskinan 

aeperti program kemitraan peningkatan pelayanan kesehaian, 
pend iatribu Sian bib it ternak kepada masyarakat, bidang pendidikan 

melalui bantu an beasiswa keluarga miskin dan masyarakat re n tan. 
dan pengadaan sarana dan praaarana pendukimg usaha bagi 
keluarga miskin, membutuhkan informaai ten tang siapa dan di 
mans penduduk miskin itu berada {by name dan by address).

g. Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2015 oebesar 106, lebih 

tinggi dibandingkan Tahun 2014 scbesai 105, sedangkan di Tahun 

2016 dan 2017 dengan rnengacu pada kondisi percKonomian yang 

berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian, NTP 

ditargetkan sebesar 105-107. Nilai Tukar Petani (NTP) pada cnhim 

2018 102,17.
Secara umum perkembangan ekonomi tnakro dilihat 

berdasarkan 7 indikator, yaiiu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHBj maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), L^u
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Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Indcks Qini, Tingkat 
Pengangguran Tcrbuka (TPT), Kemiskinan dan Nilai Tukar Petani 
|NTP). Adapun pcrkembangan ekonomi dan prospek ckonomi 
Kabupaten BoyolaJi Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut:

Tabel 111.7
Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali

Tahun 2014-2018

No Ifxili'ltOP 3014 3016 3017 3018
1. PORn

Mn dMV hftTKB berUku (Tnlyun Rpj 30,9M 33,551 37,7S7 27,797 30,394

dM«r hArga konatart (Trllyun Rp) 18.161 30,153 30.19 31.130

2 lAju PertumDuhtA EknciAmi (H] S.4S 5,01 5.37 5.41 4,60

3 Infiaai (%> 7.4t 7,45 3.0S 3-oa 3.10

4 inSek* OiAi 0.88 0.35 • 3.67 0,357

s. TingkAC PengangguraA Tarbuka (Tn i 4,^5 3.03 3,47 3,67 3,16

& Kemiaklntn 13.36 13,45 11,96 U,96 10,04

7 Nilai Tukar Petani (NTV) 105 106 10S>107 105-107 102,17

KetrrangQrx: koU>m tcthuA 2018 norw
BfS KabupoUn Boy^a/i

3.1.2. Ferubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.1.2.1. Ferubahan Asumsi Pendapatan Daerah
Kenaikan pendapatan Kabupaten Boyolali selama 3 (tigaj 

tahun terakhir rala-rata sebeaar 4,19%, yang secara dinamis 

mengalami kenaikan per lahunnya. Kenaikan pada periode tersebui 

dapat dilihat dari peningkatan pendapatan Kabupaten Boyolali dari 
scmula Rp2.176-496.254.000,00 pada Tahun 2017 menjadi 
Rp2.227.780.710.000,00 pada Tahun 2018, dan kemudian 

meningkat lagi menjadi Rp2.310.037,250.000.00 pada Tahun 2019 

Sedangkan untuk perhitungan Perubahan APBD 2019 

diprediksikan mengaJami kenaikan sebeaar Rp8.840-723,000,00 

dari asumsi target pendapatan pada APBD 2019 atau naik kurang- 

lebih 0,38 %.
F^nyesuaian pendapatan tersebut, dialokasikan pada belanja yang 

mendukung capaian prioritas pembangunan Kabupaten EBoyolali 
Tahun 2019. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan 

Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 antara lain:

• 60*



1. ReaUsast Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 

2019 diasumaikan bisa melebihi realisasi Tahun 201 ft.
2. Dana Penmbangan diasumsikan tidak berkurang dari Tahun 

2018, bahkan diharapkan mengalami kenaikan.
3. Rumua Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan Dana Alokasi 

Umum (DAU) didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar 

ditambah celah fiskal yang perinciannya adalah sebagai berikut;
• Alokasi Dasar : Kebutuhan aparatur daerah.

• Celah Piskal : Kemampuan keuangan fiskal daerah dan 

kebutuhan fiskal daerah.
• Komponennya adalah > Data jumlah penduduk yang valid;

- Indeks pembangunan manusia;
> Indeks kemahalan konstruksi;
• PDRB

Asumsi^asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah pada 

APBD Peru bah an 2019 adalah:
a) diperldrakan ada peningkatan wajib pajak baru;
b) eemakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib p^ak dalam 

membayar pajak;
c) intensiftkasi dan ektensi/ikasi Pajak Daerah;
d) turunnya peneriinaan dan dana bagi hasil pajak provinsi;
e) berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat» 

antara lain Dana Bagi Haail Pajak/Bukan Pajak.

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat 
pada tabel (.8 berikut ini:

Tabel III.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali 

Tahun 2017-Tahun 2019

No Urftina Realisaei Tahun 
30 L7 (Rp. 000)

R«alisael Tahun 
2018 |Rp. 000}

Tuhun SerjaUut 
2019

IRp. 000)

Proyekju
PoTubahii/i

APBD Thn 301'/ 
iRd. 0001

L 2 3 4 S 6

1.1 PENDAPATAN
ASl.l DAVMH

3Sd.S3).4S9 342.9S7.313 331.676.4S9 347.863.093

1.1.1 Pajak daerah 103.369.10 134.430.549 115.500.000 125.500.000

M.a Retribuai daerah 14.7S3.BS6 IS.089.666 16.056.496 16.861.733

i.i.i Haaii pengeiolaan 
kekayasn daerah
v«ne dininahken

1$.15A.??S 16.967.096 11.696.364 13.950.961

1.1.4 Lain*lain 3S4.733.U9 173.449.699 166.335.399
__________________

191.350.399
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No Uraian Realioas Tahun 
2017 fRp. 000)

Rsakaaal Tahun 
2018 IRp.OOO)

Tahun Bad^ias
2019 

(Rp. OOO)

Proyekii
Perubahan 

APBD Thfl 2019 
tRo. 0001

1 2 3 4 5 6

p«ndapacan aab 
HaffriiH v&ns Mh

1.2 DANA
PERI WHANG AN

1.3S4.43S.481 1.436.528.619 1.477.849.037 1.477.091.042

1.2.1 Uivia Bagi Hasil 
PnjiO</Bap HaJiI 
Bukan Pa.ak

45.204.0S2 42.900.294 45.078.601 45.543.7:6

1.2.2 D«nn. AJokasi
Umvsm

1.014.602.019 1.014.603.019 i.045,669.922 1.045.669.923

1.2.3 Dftiui Alokasi
Khunua

294.632.410 .381.026.305 386.800.514 365.877.404

1.3 LAIN‘LAIN 
PKNDAPATAN 
DAERAH YANG
SAH

434.042.S92 446.294.877 801.709.784 498.123.889

1.3.1 Hibah 13.208.936 81.158.429 75.1S4.000 75.154 .<500

1.3.2 Bag) hasi] p«;ak 
dan provuw dan 
dan iicmenmah 
darirth laianva

123.S76.899 127.480.524 12S.556.279 127.322 $54

1.3.3 Dana Penyeaualan 
dan Otonomi
lOiunuH

261.922.667 216.496.474 266.142.285 266.142.385

1.3.4 Bantu an Keuaogon 
Hari ProvQiii

35.034.390 21.157.449 34.857.190 26.505,000

JUMLAH 
PENDAPAtAN 

DAERAH 
U.l •'1.2+1.31

3.176.496.2S3 2,227.780.710 d.310.937.280 2-319.777-973

3.1.2.2. Perubahan Asumsi Belanja Dae rah
Secara umum Komposisi Belanja Kabu paten Bcyolali dibagi 

menjadi Belanja Tidak Langaung dan Belanja bangaung. Belanja 

Tidak Langeung pada Tahun 2019 didominasi oieh belanja pegawai. 
bcgitu juga untuk asu-.nsi pada perubahan Tahun 2019, Hal ini 
djsebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat uniuk 

meningkatkan belanja pegawai sehingga kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Boyolali mcmprioritaskan belanja wajib, khususnya 

belanja pegawai, Kenaikan Belanja pegawai didominasi oleh belanja 

tunjajigan Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi. Belanja hibah 

tidak mengalami peningkatan.
Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 

2019 diperkirakan sejurrlah Rp2.452.781.696.000,00 naik sejumlah 

Rp80.789.332,000,00 atnu 3,29% dari Belanja Daerah pada APBD 

Mumi Tahun An^aran 2019 sejumlah Rp2-371.992.364.000,00.
Dalam belanja langsung akan didominasi olch belanja modal 

yang merupakan dainpak dari kebijakan pengclolaan belanja yang
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diarahkan pada peningkatan proporsi bclanja modal. Pada 

Penabahan RKPD Tahun 2019 kcbijakan Pemerintah Kabu paten 

Boyolali daJam belanja utamanya untuk mencukupi kekurangan 

Jamkesda. belanja yang beraifat in out dikarenakan kenaikan 

pendapatan seperti Bad an Layanan Umum Daerah IBLUD], Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Waias Wins, dan Dinkes, Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), penjabaran Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SOPA) Dana Alokasi Khusus (DAK,, seita 

usulan prioritas dari Organisasi Pei'angkat Daerah.
Realisaai dan proyeksi belanja daerah Tahun 2017-2019 

tersaji dalam label 1,9 berikut ini:
Tabel.in.9

Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabu paten Boyolali 
Tahun 2017-Tahun 2019

)

No Uraian
Realisaai Tahun 
2017 (Rp. 000}

Realiaaai Tahun 
2018 (Rp. 000)

Tahun Bcrjalan 
2019 IRp. r^0)

Proyeksi
Peru bah an 

APBD Thn 2019 
iRo. 000)

1 2 4 5 6

2.1 Tidak
I af^e«1ln0 t

2M BclanjH pegawai 679.6Sa.460 876-421.273 937.251.370 951.346.679

2.J.4 Belania Kibah 31.007.100 34.486.630 39.989,135 40.536.021

2.1,5 Belanja bancuan 
ftoeiai

21,190.966 15.563.237 13,575.000 13.575.000

2.1.6 Belajijo bag* hasil
kepada Provins/ 
Kabupafen/ koudan

5.841.497 14,953.727 13-154.969 14.235 403

2.1.7 Betanja Bsniuan
KeuanKan kepada 
?ruvmsi/ Kabupatcn/ 

cIka
Prm<*rintahan

35S.452.661 328.665.722 369.226.267 383.502,770

2.1.6 Belanj«t ndak terduga 626.624 060.666 2.000 000 2 000.000

A JUKLAH BBLAJIJA
TIDAK LAVOSUBO

1.393.9T9.70A 1.270,091.703 1.878,198.741 1,408.198.872

2,2 Belanja Langsunft

2.2.1 Belai^u pegawHi 71,341,7 4b 64.021.493 57423.165

2.2.2 Belanjti barjrtg dan 
jd!»a

362.956,953 370.027,482 446.561.109

2 2.3 BrianjH fflodaJ 420.147 948 498.972.033 490.701 3Aft

B JVKLAH BSLAVJA
LAV06U9O

654.448.647 933.031.089 996.799.833 1.047.882,824

C TOTAL JUKLAH
AKI.AH.f A

2.148,435.389 3.203.113.789 2.371.993.384
k

3.492.781.696
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3.1.2.3. Peru bah an Asumsi Pembiayaan Daerah
Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Beltmja Daerah 

(APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis 

sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan an^aran dengan 

tetap mcmperhaiikan mi si untuk menciptakan kcmakmuraji 

maayarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan 

daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar clari 

pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat be re sal dari 

pir^aman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain 

ctigunakan untuk pembiayaan kembaJi pokok pinjaman» pemberian 

pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.
Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten 

Boyolali pada Tahun 2017-2019 utamanya didominasi oleh Sisa 

Lebth Perhirungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). SiLPA akan 

menjadi altematif pertama yang akan digunakan apabila terjadi 
defisit anggaran. Ada cidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA 

sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah serta kineija pendapatan daerah. Dengan 

demikian keberadaan SiLPA terse but member! kan stnyal adanya 

kinerja yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.
Dalam era ekonomi dan desentralisasi ^skal sekarang ini 

pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam man^emen 

dan a dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat 

dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakai. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan 

modal tidak hanya semata-mata mcnambah penerimaan daerah 

namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakai me lalu i 
penyediaan pelayanan publik.

Struktur realisasi dan Proyeksi pembiayaan daerah pada 

Tahun 2017-2019 tersaji pada Tabel I.IO berikut ini.

•64



Tabel IlMO
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali 

Tahun 2017-2019

Nq Urftian Realiaaai Tahun 
2017 IRp. OOOl

RealiMS Tahun 
2016{Rp. 000)

Tahun
Bcrihlan 2019 

(Rp. OOO)

Pruyekai 
Pcrubahaii 

APRD Tahun 
2019 (Kp. 000)

1 2 3 4 5 6
3.1 fVnerimaAn

rH*mhiava*ti
3.1,1 Sisa lebih 

pt-rhilungan 
ajafwvan tahun 
aebelumnya (SlLPAl

235.7S5.397 153.553,160 64.000.000 153.670,404

PanerimtMtn
Pinjamnn Daerah

♦ lO.SOO.OOO

3.1.5 PanenmaaA 
kemhalj pcmbcnan
otn^AiTiAn

261.1 U 261.114 261.114 261.114

3.1.7 P«n«rimoMn Titipaji 
jMjfiinan

106.^63 ♦ • ■

JUUVAH
FSnSRlllAAH
KUUAYAAH

936.124.994 164.314.394 64.361.114 152.931.676

3 2 Pcngeluvan
pembiavaAn

3 2.? P«nyertAan modal 
(InveMiiiuJ <ia«rah

29.232.000 28.051.000 7.000.000 3:.051,000

3.i.^ Pombayaran pokok
uiang yAjTg jamh 
{ffmpo krpada 
TAiirihoi/fl hank

9.500 000 5.000,000 5.000.000

3.2.4 Pcmbenan 
pinjamAn daerah

* 5.0CO.OOO 5.000.000 b.UOO.OOO

3.2.7 Pengembaiian
Tttipan Uartg 
Ja/mnan
J17KLAH
PSIlOELUABAV
PEUBLATAAB

29.332.000 42. S81.000 12.000.000 40.061.000

JUVLAB PBHBIAYAAH 
KBTTO

306.692.99S 131.763.290 53.261.114 113.660.676
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas perubahan RKPD Tahun 2019 masih 

mem fo ku skan pada pengembangan daya saing daerah berwawasan 

Kabu paten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City), yang dilakukan 

melalui peningkatan investasi agar geliat perekonomian masyarakat 

Kabupaten Boyolali semakm baik dengan tetap beronentasi pada 

perekonomian hijau (Green Economy]. QcUat perekonomian juga diarahkan 

pada penggalian potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali 
dengan lingkungan alam dan lingkungan sosia) yang dimibkinya. Sektor 

ekonomi andaJan adalah pertanian dan petemakan, pcran khas Kabupaten 

Boyolali sebagai lumbung pangan nasional mcmberi dasar pengembangan 

mcnjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian,
Investasi juga meningkatkan pcnyediaan lapangan kerja sehingga 

mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah, dan berujang pada 

peningkatan pendapatar kemampuan masyarakat memcnuhi kebutuhan 

hidupnya. Daerah yang memilikl alokasi investasi besar atau dapat menariU 

lebih banyak investasi swasta akan cendcrung mempunyai tingkai 
pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Investasi diarahkan untuk 

pembangunan kota yang ramah lingkungan, tujuan ini selaras dengan 

tujuan kcdelapan Sustainable Development Goals yakni mendorong 

penumbuhan ekonomi yang tcrus-mcnerus, inklusif, dan berkelanjutan» 

serta kesempatan keija penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi 
semua orang.

Indikator yang digunakan untuk mcnilai daerah ramah Investasi 
yaitu bidang kelembagaan, kec'.nanan penegakan dan kepastian hukum, 
perangkat peraturan daerah, komitmen dan kebijaksanaan Pemeriniah 

Daerah, infrastruktur daerah, si stem informasi, dan kegiatan promo si 
investasi serta nilai investasi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mcngarahkan 

penggunaan investasi untuk mengembangkan diri scbagai Kabupaten Hijau, 
Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas [Smart City). Komitmen tersebul 

perlu dukungan pajojng hukum regulasi daerah yang bersifai mengikai 
fokus alokasi anggaran. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat 

menjadi daya dukung masuknya investor. Selain fokus lahun kedua, agenda 

pembangunan juga tetap menangani urusan rutin dan pelayanan publik
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yang ter us menerus berlangsung.
Dengan demikian, program prioritas Tahun 2019 adalah yang 

mendukung:
1. Implementasi regulasi daerah ramah Inveatasi dan implementasi

keijasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas 

petnbangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyoldli Kabupaten 

Air; (ii) Boyolali Kabu paten Hijau; (iii) Boyolali Smart dan (iv|
Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;

2. Penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pe lay an an berbasis 

tcknologi, untuk mendukung prioritas Smart City!
3. Program pe men uhan raaio kecukupan sarana prasarana pemerintahan 

dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif 

dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daaar dan penunjang 

mendukung prioritas Boyolali Kabii paten Air dan Boyolali Kabu pa ten 

Hijau;
5. Penguatan inovasi pengolahan hasil produksi dan pemasaran hasil 

pe nan tan, petemakan/perikanan, terinvegrasi dengan pemasaran* 

pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing 

ekonomi, daya tank wiaata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan 

kemiskinan;
6. Menguatkan pardsipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian 

wilayah untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing 

tingg] di bidang pendidikan, kesehatan/ dan kesejahteraan sosial;
7. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusilitas wilayah:
8. Pemasaran Citra Daerah. yaitu memasarkan popularitas daya tank 

produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, petemakan, 
perikanan, pariwisata dan kebudayaan, termasuk nilai sent bud ay a, 
kawasan cagar budaya, dan penin^alan sejarah dan wisata religi.

Arab kebijakan yang dikembangkan pada Tohun 2019 yaiiu:
1. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
2 Peningkatan kondusifltas wilayah dan kesejahteraan social;
3. Peningkatan kesetaraan akses memperolch pendapatan:
4. Peningkatan kualitas layanan pendidiKan;
5. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya local;
6. Peningkatan daya saing perdagangan;
7. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertani
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HO Bums PROGRAM XKDtKATOR PROGRAM
Capalan Klneija Penagkat Dmerah (PD) 

PenazLgguBg Jawab 
Omsan2019

1 2 3 4 5 6

1. 11181: Menmukaa Mmukcat Pro Inrestosi;

1.1 TtijBtn 1 : HeslagkBtkaa jumlals nilii InvesUai

^ ^ 1 PenAumu UodAl

Tcrscdtanya sistem layanan 
investasi yang kondusif

I^ningkaian IkUm investasi dan 
ReaJisdSi Invesiasi

Rata - rata lama pengurxjsan pcr^inao 7 Penan am an Modal
Peningkatan juirlah tenaga keija hag* 
peril sahaan yang mempunyai ijin

10.927

1.1.2.
M^snlngkatnya nilai irtvestasi Pcningkfllan Promosi dan Keija 

sama Investaai
Peningkatan nilai investasi 1,340,837,301
Penin^atan jumlah uiveator 983
Meningkatnya saiana dan prasarana 
promosi.

-

f^nyiapan Poiensi Sumbcr Daya 
Sarana dan Prasarana Daerah

Penambahan produk hukum daerah yang 
pro inve^tasi

1

1.2 TujoBn 2 : Mcitingkatkaii daja pcarckosomiui, peoUberdayaan ekoBomi kenkyiitaa yang barwaw—an HngknnfftM

1.2.1. Uafknsgu Kldnp

‘^cn^ujudnya tata kclola 
daerah yang ramah 
lingkungan

Pengendaiian Pencemann dan 
Perusakan Lingkungan

________________________________

Pelaku usaha/kegiatan yangmemillki 
rekcmcndasi UKL/UPL, kclayakan Amdal, 
dan atau izm lingkungan

40 Ungkungan Hldup
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—[
RO SftMtffLO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

CapaiBB Kiaetja Perangkat Daeiali (PD)
Pi»fianggitnp |awa1»

2019 Uraaan

1 2 3 4 5 6
Present asc adu.in dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan 
ditindaklaj.juli

100

Peningkatan KuaUtas dan Aksea 
Informasi SDA dan LH

Data SDA dan LH 1

PcngcJolaan ruang tcrbuka hijau 
(RTH)

Luasan HTH publik wiJayah kota/ kawasan 
pcrkotaan

304.8

% kctcrsediaan liiasan RTH publik sebesar 
20% dad luasan wOayah kata/ kav^asan 
perkciaan

42.49

1 1.2.2.
Meningkatnya akHviias Perungkatan Pengendalian Poluai ha^ periittungan be ban pcnccmaran yang 6 lingkui^an Hidup

perckonomian yang meliputi parameter BOD. COD, TSS air SO
berwavasan Im^oingan 
(green ecooomyl

sungai dan vaduk 400
hasd uji kualitas udara amblen (S02r CO,
N02, TSP]

S02 632, CO
15000, N02 316, 

TSP 230
PerlindungHn dan Konservasi SDA Peningkatan cadangan air tanah 1.540

Pengembangan Kinerja IHsigelolaan 
Peraampahan

Cakupan wilayah yang melakukan 
pcngelolaan samp^ mandiri di Ungkungan 
perkotaan

2

Peraeniaai Pengurangan pcrsampahan 2.00

|Jerscntaa{ Penganggkutan Sam pah 12.42

Persentasj f^engclolaan TPA 0.18
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iro Swna PROGRAM INDDCATOR PROGRAM
Capaiso Klnerja Paraagkat Daerab (PD) 

P^fiBnssim^ lawab
2019 Umsan

1 2 3 4 5 6

2. KISI: BojotaU Hembaa^UQ U atttk Lcbib Uaju daa BerkeUaJutaa

3.1 3 ! Menisckatkaa daja dnJniaf iafrMtnktur untnk days mId^ dan kea^abtcnaa daerab

2.1.1.
Terpen uhinya mfrasuuktur 
dasar

l*cBenaaa umam oaa ranacaaa ruu
Pembangunan jalan dan jemhaiHn

AS

Proporai panjang jaringan jalan daiam 
kondisi t^k

407 Pekerjaan U mum dan 
Penataan Ruang

Terhubungnya pusat-puaat kegialan da.n 
pusat produks) di wilayah kab boyolali 
dencan oembaneunan ialan baru fkml

1,796

fVmbangunan 
turap/ taJud/bmnjong

Panjang talud tebmg aungai yang diban gun I.40S

Panjang Talud falan yang dibangun 601.00
RehabiUiasi/pemtiiharaan >alan 
dan jembatan

Panjang Jaringan Jalan yang 
dipcrtahankan Daiam KondiS) baik

20.00

F^mbangunan snUiran 
drainase/gprong-gorong

Panjflng drainnM dibangun scbagai 
bangunan pelengkap Jalan

7.240

Pengcmoangan dan pcngdolaan 
jaringan irigasi. rnwa dan jarmgan 
pen^ran lijnnya

Luas sawah yang dapat diaun ajr ingasi 
uniuk pcrtanian rakyai pada sistem irigasi 
yang sudal) ada

8626 36 Pckejjaan Umum dan
Penaiaan Ruang

Pcngrmbangan dan pengdoLasn
iiigasi paitisipatif

Gabungan Peiani Pecnaicai Air (GP3A) yang 
melaksanakan pengdolaan ingasi secara 
partisipatif

3

Penyediaan dan Peogriotaan Air
Baku

Tcrsedianya data poiensi air bawah 
tanah{daia potensi air tanah/Sumur Ujij

3

Sambungan Rumah tcrbanguo umuk
mcndapaikan akses air minum yang 
aznan/Cakupan rumah tangga pcngguna 
air berslh

375
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Keb^ftkan, KoordlAMl adnlaistratif dan PelcyuAA

Peningkatdn Pclak&anaan 
Rcfonnasi Birokrasi

Nilai Pelaksanaan Refonnasi Birokraai

Peningkatan Pdayanan Publik I Nilai IKM Kabupatrn Boyolali

Pcnaiaan Peraiuran Perundang- 
Undargan

Kcbijakan leknis di bidang organisasi dan 
laia lakaana <«crta kepegawaian
Peraentase produk hukum/rrgulasi dacrah 
yang dihasilkan bcrdasarkari prolegda

no Suaiaa PROGRAM nmncATOs program
CapaUa Kinqja Perangkat D««r«li fPD^ 

Peoasggtitig Jawab
3019 Uruaa

t a 3 4 5 6
K«pafa«aian» PeadidUku daa Pelatlkaa

Pendkllkan kedinaaan PrDsentaM pejabat stniktural yang tclah
lulus pendidikan dan peialihan 
kepemimpinan sesuai tingkaian

82.75 Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan

Pcningkaian kapasitas sumber 
daya

Prosentase Aparatur ><ang mcmilild
senidkasi pendidikan dan pelaiihan teknis 
Ksuai bidang tugasnya

8.00

Pembmaan dan pengemban^
aparatur

Prosentase PNS yang mempunyai latar 
belakang pendidikan yang scsuui dengan 
tugas yang menjadi tanggung jnwabnya

79.00

• Prosentase per>>eiesaian kasus-icasdS 
kepegawaian

90 •

FasiUtasi pir.dah/puma lugas Prosentase pegawai yang memperoleh 
keputusan pens;un lepai waktu

100

Peningkatan disiplin aparamr Cakupan tin^ai ketaatan aparatur 
lerhadap peraturan kepegawaian

100

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 
i^paratur ber^ena perfengkapannya

100

64 00

79.50

6b

90

Penyuaunan Kebiiakan. 
Koordinasi adminisu'atif 
dan Pelayanan
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------- r

MO lUsaran PROORAM IMDIXATOR PROORAM
Capalaa Klnesja Peraagkat Daetmli (PD) 

Pectanggang Jmwab 
Unuaa2019

1 2 3 4 5 6
PeningMtan pelayanar kcdinasan 
kcpata dacrah/wakji kepala daerah

Rumusan kf bijakan leknis pmcrintahan, 
ckonomi, pembangunan4 kesra dan 
adminisirasi

135 Penvusunan Kfbijakan, 
Koordinasi admmisirauf 
dan Pc layanan

Tcrlaksajianya Rakor Mu&pika/Peran^cat 
Kelurahan

19

Pcningkatan Kerjasama Antar 
Petwrinuh Dacrab

Cakupan kerjasama antar darrah yang 
difasilitasi sampai dengan rcncana aksi

90

Penyclenggaraan pelayanan 
Admimstrasi dan publik Kecamatan

Tertaksanaya ^ungsi layanan di Kecamatan 100

Ptmbmaan dan fasiUmsi 
penyflcnggaraan Pemcnntah 
dacrah

Tertaksananya pengi^^an perangkat 
desa/kelurahan

19

Rumusan kebljakan teknis bidang 
perzkermiahnn de&a

266

Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan 
keuangan de&a/kelurahan.

19

Adainistnai Kependodnkui dan Feacatataji 6ipfl

Penataan Adminiatrasi 
Kcpendudukan

Cakupan pcnr^rbitan kartu kcluaiga lOO DISDUKCAPIL
Cakupan prncrbttan kartu landa penduduk 98
cakupan pcncrbiian kutipan akie kelahiran 
p'.nduduk usia 018th

90

Cakupan pcncrhi*an kutipan akte 
ketabiran dari Jumlah penduduk

75

Cakupan penerbitan kutipan akte kcmatian 7

Cakupan Kecaniaian yang mclaksanakan 
pencetakan KTP-EL

100
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NO

--------------------------------------- -

SmsarAD PROGRAM

--------------------- ------------------------------ --------------------- 1

INDIXATOF PROGRAM

1

Capaian Rineija Perangkat Daerab |PD} 
Pananggttftg Jawab 

Uruaan2019

1 2 3 4 6 6
Admi&i^txaji Umnm Pmda Seasm Peran^kat Daerata

Pelayaodi) Admmisinasi
Perknnioran

Tcriaksanarya layanan Adminlstrasi
Perkamoran Perangkat Oaerah.

too Administrasi Umum
Pada Seraua Perangkat 
Dacrah

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Apajatur

Teriaksananya fui^si lay an an Sarana dan 
Prasarana Aparatur Perangkai Dacrah.

Peningkatan Kapasiias Sumber
Daya Aparatur

Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Perangkai Daerah.

Peningkatan pcngembangan sistcm 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan

Terwujudnyapcngembangan slaiem 
pelaporan capaien kinerja dan keuangan 
Perangkai Daerah.

■ .
PaneUtiaa daa PeAgembaagas

PeneHlian den pengembangan 
inovas; daeran

Inovasi ha^il pcneliiian ur.iuk 
meningkatkan keaejahteraan markrarakat

6 Penclitian dan
Pengembangan

Terbangunn>a TechnoPark .
PeBjufuiias Keb^akaa, SaonUoaei adaiialetfatif daa P^ayaaaa
Pengembangan data/infonnasi 
jabaian.

Cakupan keteraediaan dala/inforruasi
jabatan

too Penyusunan KebijaJcan, 
Koordinaai administretif 
dan Pelavanan

Per—ndiitt

Penyclenggaraan persandian Tertaksananya farfttaai layanan
persandian

100

1

PERSANDIAN

Keanipan
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IfO FROQRAM mPlKATOR PROGRAM
Capahn Kinevja

3019

Peran^at Daarah (FD| 
Panaagguag Javmb 

Unuan

1 a 3 4 9 6
Perbaikan $l$(cni administrasl 
kearapan

Tertibnya pcnyimpanan arsip dinamis in 
aktif dari satuan ker^

15 K£ARS1PAN

Peningkatan kualitas pc lay an an 
infonnasi

Peningkaian pemahaman pcngelolan 
kearsipan bagi pejabat dilingkungan 
Pemerintah Kab. BoyolaU

100

Ptmdiharaan rulin/bericala sarana
dan p rasa ran 5 kcarsipan

Tcrmonitor dan lerevaJuasinya peogelolaan 
kearsipan dilinkungan Pcmermtah Kab. 
BoyolaU

100

Pmyclamaian dan pdcstarian 
dokumen/arsip daemh

Terdbnya pcnyimpanan arsip in aktif dari 
sat Jan kerja

100

Statistik

Pcngembangan daia/informasi/ 
slptistik daerah

Dokumen STaiisiOcdaerah yang 
dlpublikasikan

7 STATISTIK

Pc&yuraautn Kabijakast Koordinaal admiAlatiatif daa Pelajraaan
Pelayanan Pemilihan Penyedia
Bar^g/Jasa

Present asc sanggahan lelang 4.8 Penyuauoan Kebijakan, 
Koordinasi admin istratif 
dan Pel^ar.an

Kualitas layanan e-procurement 80.00

Pertanakan
iVnyrkaa^an kurl^kik•ki>nllik
priinnuhan

Cakupah pel mbsaJalian perutnahan yang 
di^elcsaikrm

62 PERTANAHAN

Penaiaan, p^nguasaan, pcmikkan. 
pcRggunaan. dan pcm&nfaaian 
tanaJi

'I'eiiaksananya fasJlitaai penataan, 
penguasaan, pemikkan, penggunaan, dan 
pemanfaaun tan ah.

100 PtKJ'ANAHAN

Pcngembangan Sisiem Informasi 
Pcfianahan

Tersusunnya Si stem Informasi Pertanaban 1

KMakretwiatao DPRD

. 78 •



ffO Smum PROGRAM

Pemngkata/f K^pasiias Lembaga 
Pcnvakilan Rakvai I)acrah

IRDIRATOR PROGRAM

Terlaksananya layanrin fnsilitasi DPRP 
|>aidjn mclaicsanakan fungsitiya >*aiiu 
Legisiatif, Penganggaran dan Pcngavcasan

r^QMu 5 : itewB^dlaB kemltm pemerinUJ» <Uii mavpmkac utok kesfunuma daa kcaqabtcnaa *o«lal

Capaiaa Kiaeria

2019

3.2.1. Keteatramaa, Kctavtikaa Umom dan Pezlindoagaa Masyuakat

Terwujudn>‘a rnasyarakai
yang tertib, am an, dan 
TTwndapat perlindungan 
Juninan kescjahtrraan 
soaial

100

Perangkat Daerab (PD) 
Peaanggung Jawab

Unt)

K^Sfkretariatan DPRD

Pcndklikan Poiiuk Masyaiakai Prosent.'^se LSM yang mempunyai SKT 
iSurat Kcieranfian TcnlftAail

97.56

Tingkat partisipasi masyfirakal dalam 
pemilihan umum

80.00

Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Cakupjin sosiaJjsasi/ fasilitesi wawasan 
kebangsaan pada sekoLah setingkat SLTA

76.74

Fasilitasi pengembangan nilaj-nilai 
wawaaan kebangsaan di setiap Kec^maian

38

Fasilitaai penyelcnggaraan kegiaian 
keagamaan

n

Pcningkaian Kcamanan dan
Kenyamanan Ungkungan

Cakupan konllik amar kelompok 
masyanikat yang diiangani

71.43

Kcgialan penyinpan icnaga, pcngendallan 
kebisingan dan pengendaltan kcamanan 
lingkungan

3

Kegiatan pengendaiian keamanan 
lingkun^n

19

Kemi(raan Pengembangan
Wawasan Krbangsaan

Kegiatan event pengembangan nibu-nilai 
wawasan kebangsaan.

20

Ktienuaman dan 
Kcierfiban Umum Sena 
Perlindungan 
Masyarakat

-79*



no SUMfl FROORAM

Pcnm^^katan Pcmberaniasan 
^ny^t Mds^ arakal

Ptnigkatan kapasiias 
pcnajiggulang^ bencana

T^ningkatan penans^^ngan
bahava krbakaran

INDIKATOR PROGRAM

Cakupan prnyde$4mn konfljk dfitar umat
beragama

Capalan IQiMfja

2019

Cakupan Soaialisasi Pencegabar.,
Pembcnuitasac Penyalahgunaao dan 
Pecrdarai) Oclap Narkoba (P4GN)

Kcgiatan uniuk operaai penyakit 
ma^rarakat

Peningkaton Kfbijakan dan Kdembagaan
Pcningkaian K^ian Riaikodan 
Pcrcncanaan Terpadu
Pcningkatan Sistem Informasi. Diklat dan
togistik

i^ningkatan Penanganan Tematik Kawasan 
Rawan Bencana

Pcnin^tan Efeklivicas Pencegahan dan
Miuga^i Bencana

Penmgkaian Kesiapsiagaan dan 
Penanganan Hanjrat Bencana
Pcmngkatar Sisiem Pemukhan Bcncana

Keicrsediian kebtjakan
Kcicrsediaan kmbaga

Tin^t waktu tanggap rata rata sc- 
Kabupalcn

TOO

Parai^kat Daerab (PD) 
PeBasgRUig Jaw^ 

UniMA

i.sa

15

24.7

10.9

2S.6

13.8

27.2

62.7

10.9

II

as

Ketentra/nan dan 
Kcicniban Umum Scita 
Perlindungan 
Masyarakat

60



HO

1

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
CapaUn lU&«^a P«T«ngfcat Da«r«b (PDl 

PeAan^QBg jawmb 
Umaan2019

1 2 3 4 5 6
Sositl

Pembcrtayaan Kakir Miskm.
Komunilas A<jai Tcrpenci) dao 
penyandang ma^alah kcsejahterean 
sosial

Pcrsemasc fakir mi^n yang diberdayalian 460 SOSIAL

Pclayanan dan rehabilitasi 
kcsejahtcraan sosiai

Persmiase PM KS yang cnendapatkan
pdayanan suaial

1450

Pembinaan para peayandang cacat 
dan irauma

Pnraentasc Pcnyandang disabilitas yang 
mcndapatkan pcmbinaan dan pefcayanan 
sosial

8

Ptmbiiiaan panti asuhan/panti 
jompo

Pelayanan dan pcmbinaan bagi panti
asuhar

16

Pemberdayaan kclcrabagaan 
kesejahieraan soalal

Meningkatnya pcmahaman PSKS dalam 
pen an ga nan PMKS seria peran aktif dan 
fcepeduUan masyaiakai dalam UK.S

16

Ptmbinaaji anak terlaniar Proseniase anak teriantar yang metidapai 
pelayanao dan pcflindungan sosla^

30 SO^L

Penunaiiaii Ralcyat dan Kavaaan PemnHman

Pcngembangan Perumahan Ter»ujudr.ya pembangunan rumah tidak
L^ak huni

300 Perumahan dan
Kawasan Remukiman10

Terwujudnya bantuan stimulan rumah 
ridak iayak huni bag! Oakin

1,000
534

Tanaga Keija

Peningkatan Kfs^mpatan Kcfja

_______________ ________

Peompatan pencan kerja yang terdaftar ^,wu
Uiwaj I

Kc tc negakerjaan

-ei-



90 Sums ntOGtum IBDtKATOS PROORAM
Capaian Kinei^ Paraagkat Daerah (PDl

P#^*f>gp»ng

2019 Uraaajs

1 a 3 4 S 6
Prmn^kataji kuaJii.'^s rian 
pn>dukunia& tena^a kei^a

Tenagn krrja \,ang mcningkni 
kompeiensinya

240

Prrlmdungan dan pengrmbangan 
lembaga kctenagaker^aan

Cakupan pcrusahaan yang membayar 
sesuai regulad

100

Peabcrdayaaa Perempnan <Uc PerUndunfan Aaalc

Peningkatan Pcran Serta dan 
Kesetaraan G^der Dai am 
PemOangunan.

Peningkatan Pengetahuan dan 
KetmmpUan Bagi Perecnpuan Dalam 
Mewajjudkan KeiuargB Scjahlcra

16 T^mberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindimgan Anak

Peningkatan Pemahaman fcntang 
Kcsetaroan gender dalam 
pCTnbangunan,

IS

PenguBtan Kelembagaan 
Pengaruautamaan Cender dan

Pcmennhan Hak Anak. 28

Anak Memrgkainya penanganar kasus 
pengaduan kekemsan icrhadap 
perempuan dan anak

100

Peningkatan Kapasitas janngan 
Kelen)bagaai3 Pereivipuan dan Anak.

58

Peningkaian KuaHras Kidup dan 
Pertndungan Pcrcmpuan.

Meningkatnya Kualitss Hidup dan 
perUndungan Perempuan.

5S

Keserasian Kebijakan Pcningkaian 
Kuakitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya Pemahaman Kesetaxaan 
Gender, Pcrcmpuan dan Anak

1

Pefi|cadaUaa Penduduk dan Keloargm Bereneajsa

Penyiapan Tcnaga Pendamping 
Kel^pok Bma Kduaraa.

Meningkatnya KualitasTribina. 21 Pengendalian Penduduk 
dan Keluaiga Berencana

-82-



NO •MAfU PROUAU INDIKATOR PROGRAM

Pembiaaan Pc ran Sena Mnss'arakat 
DaJam Pelayanan KB/KR Yang 
Mandih.

Kduarga Berencana

Pelayanan Kontrasepai.

Kesehaian Reproduksi Remaja.
I^engembangan Pusat Pelayanan 
Informasi dan Konsehng KKR.
Peningkaian Pcnanggulangan 
Naricoba. F^Slfrmasuk HIV/AJD s.
Peningkataji Informasi 
Kepcndudukan dan KB

Pengdolaan Data clan Informasi Program 
KB.
Meningkatnya Pengelolaan Data dan 
Inibnnasi Program KB. 
Mcfungkainya Pdayanan KB.

Pelayanan KB (Reran PPKBD)

Capaian Peserta KB MKJP.

Cakupan Kelompok KRR Yang Aktif.
Berkembangnya Kclotnpok HK Remaja.

Cakupan Pemnhaman Perempuan dan 
Remaja lentang Narkoba dan HIV/AID'S,
Terpen uhinya Dokumcn rumusan 
kebijakan kependudukan

Meningkatnya Koordinasi dengan 
Rtrangkat Daerah
Meningkatnya pengdotaan data dan 
informasi kependudukan dan KB
Meningkamya Pemahaman terbadap 
Inionnasi Kependudukan dan KB

Capalas Kinexja

2019

77

too

100

56.63
13

100

Perangkat Daerab |FD) 
PeoaagCUiig Jawab 

Ui

Pengendalian Penduduk 
dan Keluaiga Derencana

S3



KO Basasan PROORAU UtDIKATOR PROGRAM
Capalaa Kisatja Parangkat Dacrah {PD) 

PeoaaBfwis Jawab 
Ufuaafl2019

1 2 3 4 S 6

l^jMA 6: MeBfai^katkuk koalitu pembaAfonaa vazracia aen4bkan|^ prodabtivitas daa da^ aaiac daeivk

4.1.1.

Mcnin^mya kcmampuar 
produktivims dan daya saing 
maayarakai

Roperasi dan l/KKJI
PcnciplaHn Iklim Usaha UKM yang 
Knndiislf

UMKM yang mdaksanakan pola kcmitrann 2 Koperaa dan UMKM

Pengcmbangan Kewirausahaan dan 
keungguian kmnpciitif UKM

SDM UMKM yang (crlatih 30

Peningkatan Ku^uas kdembagaan 
Hope ra si

Koperasi yang di bma y^g mf.ningkat nilai 
kcsehaiannya

50

Pengrmbangar Sistcm Pendukung 
Usaha bagi UMKM

Kopeiasi dan UMKM yang mengakan 
kredit

30

PeabaxAayaaa MasTaralBt das Desa
Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pcdesaan /kdurahan

Kemampuan kinerja SDM Lcmbaga
Pemberdayaan Masyarakai Dess dan 
Kelurahan (LPMD/K).

ss Pemberdayaan 
Masyaialcat dan Deaa

Pembangunan intrastniktur desa yang 
difasQitasi pelaksanaannya

6

Keo^unpuan pengelola aset modal usaha 
unluk mendukung kebuiuhan masyarakat

55

TTO/lnovasi pcnelJtian umuk
meningkatkan kcscjahteraan tnasyarakai

6

Teriaksananya fasUitasi pcnydeaggaraan 
kegiaian kepemudaan dan olahraga.

19

-84 -



NO Smiju PROORAM nmiKATOR PROGRAH
Capabn Kiooj«

2019

Pcrmxkgkat Daerab (PDj 
Pffnanggaag jawab 

Uraaaa

1 a 3 1 4 S 4
Terlaksananya fasilitasl prnvclcnggaraan 
bantuan hibah. ban man sosiaJ dan 
bantuan keuangan.

19

Pengembajigaji Icmbaga ekonomi 
pcdesafln/ kelurahan

Meningkamya kemampuan pcngelolaaset 
modaJ u sail a umuk itiendukung 
kebutuhan masyarakal

60

Pcningkatan pajtlsipe^ ma^arakat 
dafam membangun desa/kdurahan

Memngkatnva kcmampuan pcngclolaaset 
modal usaha uniuk mendukung 
kdbutuhan masyaiakat

57

Mentngka^nva kemampyan Icmbaga 
peng^lola sarana air b^u dan air bcrsib 
bagi masyarakal

132

Cakupan pcmbchan stimulan 
pembangunan dcsa/kelurahan

40

Penin^tar pcran permpuan di 
pcdesaan /kc lu rahan

Peogunis PKK Dcsa/Keiurahan 
kemampuannya mcningkaL

55

Tcrlaksananya kplatan pcmbinaan 
organisaat pcrcmpuan

19

4.1.2. Rasekataa

Menin^catnya Derajad 
kcschaun

Pemn|katan pelayanan keaehatan 
ketua^

Cakupan kunjun^n bayi 87 KESBHATAN

i

Cakupan prlayanan anak baltia 67
proseniase pusk.r$mas meSaksanakan 
pelayanan Lansia 100
% BaJita ku rus yang mendapai makanan 
tambahan 90

__________________
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MO Mamma FROORAM tMDIKATOR PROGRAM
Capalaa Kiaerja Perangkat DaacaM (PDj 

Pcnanfgnnf Jawab
3019 Umaan

1 a 3 4 M 6
PemluayaaJi krs^haian masyarakat Cakupan kepcscrtaan jaminan kcsehatan 

naskmai bagi majssyarakat/penduduk 
miskin

39.2

Obat dan PerbekaUn KnehaUn ProserUasc Ketersediaan Obat dan 
peibekaian kcsehatan

90

Proporsi !>enibinaan dan Pengawasan 
Pelayanan Kefarmasian

40

Peningkatan Pelayanan Kcsehatan Puskcsmns icrakrcditasi 20
Cakupan rawat jalan [pusk] 15
Cakupan Rawat map Ipusk) I.S
Cakupan rrspon ?duan kcgawatdamratan 
kesehaian yang ditangani

90

Upaya Kesehaian Masyarakat Cakupan SPM dt Puskcsmas (upaya 
kcsehatan masyarakat]

100

Peningkaian Kualitas Pclayanan 
Keschatan pada BLUD

Cakupan SPM dj Puskesims (Upaya
kesehaian perorangan)

200

Pcngembangaji sumberdaya 
Kesehaian

Dokter dan lemiga kcsehatan dikirim 
pciatihvt

30

Rasio dokter 16.0
Rasio dokte/ gigi 5.1
Rasio perawat 95.3
Rasio bUlan 57.2

Manajemen in format dan r^las: 
kcsehatan

Prosen tase puskesnas melakaanakan
simpus icrmiegrasi

60

-86 -



VO 8MTU PBOQSUM

pmmosi kr&ehatan dan 
pcmberdayaan masyarakal

Pengembangan Ungkungan Schai

INDIKAtOR PROGRAM

'Desn /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

Proporsi Rumah Tangga Saha*

DesaSTBM

Pcnin^tan Kualiias Pdayanan 
Kesehaian Pada fJLUD

Standarisaai Pdayanan Keachatan

Tmgkat hunian (Bed Occupancy Rate/ 
BOR)

Capalao KlAcaja

aoi9

PerAAgVat Daerab (PD) 
Penanggang Jawab 

Umian

I-amo Ungga) (L^th Of St^/ LOS)
Turn Over Internal (TOI) __
Bed Turn Ovei (BTO)
angkfl kcmotian mu mi (Net Death Rale/ 
NDRl

Gross Death Rate (ODR)

Peningkatan Kuditas Pelayanan 
! Keaehatan Pada BLUD

Pemenuhan s tan dan pelayawm kesehatan 
rumah sakii
Tingkat human (Bed Occupancy Rate/ 
BOR]

SiarKlansad Pelavanan Kesehatan

03

73

175

71-00

4.S3
1.86

45.70
0.24

0.80

72

83.07

KESFKATAN

Lama t^nggal (teglh Of SUQ'/ LOS^ 4.2

Turn Over Internal (TOI) 1.58

Bed Turn Over (EJTO) 63.tW

Angka Kemaiian Mumi (Net Death Rale/ 1-2/
NOR]

Gross Death Rate (GDR| 2.18

Pemenuhan standari pelayanart kesehaian 
rumah sakit 85

J

87 •



WO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
Capalaa Rine^a Peraftfkat Da«rak (PDl

2019 UniMs

1 2 3 4 9 9
Penifigkaian KuaJiias Pe]a>,anan 
Kewhatan Pad a BLUD

Tingkai hunian (Ded Occupancy Rale/
BOR)

73

i^TTifl tmggaJ ILegih Of Slay/ LOS) 5.5
Turn Over InicmaJ fTOI) 2

Bed Turn Over {BTO) 47

angka kemalian murni (Net Death Rate/ 
NDR]

0-7

Gross Death Rate|GDR) 1.5

.
Standahsasi Pelayanan Kesehatan Pemenuhan standart pelayanan kesehaian 

rumah sakii
75

•
Pcngadaan, p^ningkaiaa dan 
perbaikan sarana dan prasarana 
puskc&mas/ puskemas pembentu 
dan janngannya

Cakupan Puskesmas Mcmenuhi Standar 
Permenkca

13.79

Pcngfldaan, peningkatan sarana Pemenuhan standart sarana dan prasarana 70
dan prasarana nimah sakit/ rucnah 
sakit jiwa/ rumati saJdi pani-

nimah saklt 85

paru/ rumah sakii mala; 80

Pengawasan dan peng«ndalian 
kescnaian makanan

Proporsi Pembinaan dan fengawasan 
Produksi, Makanan,dan Minuman

40

Pcnccgahan dan penanggulangan 
penyakit

Ang^ kesakitan D9D (tnsiden rate/lR) 48.S

Angka kcmaiian DBD (CFRf 1.7

$6



NO Sasami PROGRAM INDIKATOR PR0<U1AM
Capalan Kla«t^ PeraAgkat Daerah (PD) 

PeaanggQBg jawab 
Uniaan2019

1 2 3 4 S 6
Proseniasc or^ng dilakukan ksi HIV dan 
nienerima liasil dari kdponipok rcsiko

30 KESKHATAN

Angka kcbf^rhaailan pcngobatan *IByang 
tertconlinnd&i

>75

Persentase doa/kel. vang /nelaksanakan 
kcfdacaA Poabindu PTM

40

Cakupan Desa UCl 100
4.1.3. Paodldlkao

Mmifigk£irtya tingka1. 
pcnclidUcan penduduk

Pendidikan Anak Usia Du)i Nilaj Angka Parti sipasi Kasar (APK) PAUD
3*6 tahun

79.87 PENDIDIKAN

Wajib Bdajar -endidikan Da$ar 
SembUan Tahun

Nitai Angka Partisipasi Kasar (APK) 
^D/SDLB/f*akct A

101.00

Ntlai Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SMP/SMPLD/Pakct B

97,60

Nilai Angka Partisipasi Murni (APMj 
SD/SDLB/Paket A

86.50

Nilai Angka Partisipasi Murui (APMJ 
SMP/SMPLB/Pakei B

71.50

W^ib Belajar P«ndidiKaji Dasar 
Sembilan Tahun

pcrsentasc pcscrta didik SD/SDtB putus 
sekolah

0.03

persentasc peserta didik SMP/ SMPLB
Dutus sekotah

0 20

Pcrsentasc Julusan SD/sedcraiat vang 
mclanjuikan yang kc^njang SMP

99.15

pcrsentasc SD dalam kondlsi balk 94.22

Pcrsentasc RK SM? d^ant kondtsi balk 98-10

09



NO 8— PROMAM tMDlKATOR PROGRAM
Capiuito Kiaefjs Perugkat Daerah (PD) 

peaanggung jawab 
Umaan2019

1 2 3 4 5 6
Peningkalan MuTu Pendidik dan
Tcnaga
Kcpendldikan

Percent a sc gunj SD tyr^nifika! pendidik 56.14

Pcracniascgunj SMPbersertidkai pendidik 67.95
Raato Guru lerhadap Jumlah Siswa SU 18.25
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP 19.25

Pendidikan Non FormaJ Prtsentase Buta Aksara > IStahun 0 26 PGNDIDIKAN

Manajcmw Pclayanan Ptndktikan Preaemasc SD berakredka^ mimmal B 92,50

Presentasc SMP bcrakreditas: mimmal B 82.50

4.1.4. PwindastHan

keningkatnya daya saing 
iadustri

Pengcmbdiigan indu^tri Kcdldan 
Menenaah

Semakln ‘'erkembangnyn IKM 165 PERINDUSTRIAN

Peningkatan Kcmampuan Tcknoio^ 
Induslri

Medina ln>'a penerapan (eknologi dan
siandart produk induslri daerah

171

Pcningkatan Kapasitas Iptek Sistcm 
Induslri

Mcningkamya nilai tambah dan daya saing 
produk unggulan

SO

Penyiapan potensi sumbcrdaya, 
sarana dan prasarana

Terbentuknya kawasan perumukkan 
indusLi

0

4.1.5. Perdagaiafaii

MeningkaUiya daya saing 
perdagangan

Peningkaiao Fftsiensi Perdagangan 
Dalam Ncgeri

Meningkainya sarpra^ (<rdagangao yang 
rcprcscntaiif (toko, kio^, loa, kanioi. MCK, 
TPS, mushola, dll|.

65 F7RDAGANGAN

ncndapaiun rrtribusi pasar daerah yang 
flikdola Prmkab Itoyolali

5,139,535,000

Pembinaan Pedagang Ka)o lima dan 
Asongan

Lckaa pedagang pa sax, PKl dan A son gar 
yang lerub dan teriaia

20
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NO SannA PKOGNAM

■ ■ ■ ‘ 1

INDIKATOR PROGRAM
Capaiaii Klnetja

2019

Peraaglnt Daerah <PD) 
PenaoggDog jawab 

UrB«as

1 2 3 4 5 6
Perlindungan Konsumcn dan
Pengamanan Perdagangan

Pelaku usaha dan konsumen yang 
diC^iiiasi pefnenniah daerah dalam 
rangka peiiindungan konsumen

4.200

Peningkatan dan Pengembangan 
Ek^por

NUai ekspor barang (USD| 150,451

5. Bojolidi, InttboA^ padi dAB panfu aasiosBl

TBjnim 7; Maalnekiitkaii prodoksl biban paacu pertaniao aelrafti lonbonf pangan pulooal

5.1.1. Partaalas

Meningkainva produksi Peningkauui produksi percanian/ Produksj p&jigan utanja (Ton): Padi 292,987 PERTANIAN
bah an pangan uotuk perkebunan Produksi paugan Uinnya (Tor)
berkontribusi pada pasar 
nasionai

- Jagung 137,082

• Kedelai 6329

produksi tanaroan honikulturo uiama |Ku)

• Pep^ 123,636
- Cabc 113,333
. Bavang Merab 30,909
• Jahe 10,561
- Kencur 17,000

Peningkatan Produksi. Produks) tanaman perkebunan:
Produktivitas dan Muiu Tanaman - Cengkeh 347.29
Perkebunan BerkeUinjutan • Kopi 138.92

• Kelapa 5,054.19
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iro &MKrmn PROGRAM

Ptningkatan Ptmasaran Hasii 
Pixiduksi Henan ian/ Perkcbuoan

nmiKATOR PROGRAM

-Tembakau

Capaiaa Kineija

2019

Tebu
- Lada
- Alsiri

PeningkaUd Kescjahtrraan Petani

Peningkaian IVmasaran HrsiI 
Produksi Pciernakan

"PeningkaJan Produksi FWcmakan

Volume pcrdagangan produk usaha
penaniaji

Cakupan petani yang meiidapat pelatihar* 
bamuan, registrasi kebun dan seniQkat 
muiu 
Meningkatnya prrxliikm riaging_______
Meningka'Jiya produksi susu (kilo liter)
penambahan popuUsi icmak $api. 
kaiTibing dan domba
Sapi potong

Pencegahan dan ProangguUngan
Penyakit Ternak

Sapi perah
Kambingdan domba

Pengobatan temak

Paagas
Peningkatan Ketah^man Pangan 
pertanian/ perkebunan

Pcpsentase desa yang memiliki Lurobung
Pangan Masyarakai Dcaa (LPMD)______

I Skor I^ola Pangan Harapan

Peningkatan kesejahteraan petani I Kclompok lani yang memngkat kdas 
I ketembagaannya _____

Peroberdayaan penyuluh
pertanian/ petkebunanlapangan

Balai l^enyuluhan yang mcningkai kdas 
kelemba^iarnya

P«r«n|^t Dacrali (PD)
Peaafiggoflg jawab 

Umaaa

4747.42

32.876.S5
21.99
54.41

78798.13

1,062

8.345
47.526

pertanian (Petemakan
)

316,181
88.650
88,010

139.521

37.000

930

23.22

90

100

PANGAN

PANGAN
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Basarmo

PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM Capaiaa Kinoje PeraiLgkat Daerab (PO| 
PeBanggungjawab

ffO
2019 Unisaa

1 2 3 4 5 8

6. msi : Beyolall kota sti<ut prodnseo daglng daa basil teromk/perikuMfl

Tniaan MeoU4katki« prodakal bahu pan^n 4ari Q«»ba petaynakato/ H1 ii*ii

6.1.1. Kelatttan dsa Perikenaa

Mcningk-iinya produksi ► 
pengolahdn hasil icmak dasi

Pcnsembangan Budjdaya Penkanan Meningkamya produksi ikan |ton) 30,478 Kelaulan dan
Perikanan

pcnkanan umuk 
bcrt<onUitms! pada pasar Opumabsasi Peng«lolaan dan 

Pfmasaran I’roduksi Penkanan
Meningkain^a prdduk olahan ikan (;on| 70

7. ■I8I ! Bojal&li, lehik naju 4ea bertekflologi; I
TtriMtr 9 : pe»aee«o cttxi deeteh du peUyMMi*i ptibUk tekiwlofi lolonoeW meaujii h-b«p.ceC CI4*

7.1.1. Komcmikui dea lofertteel

Meningkainva tayananaj^ 
pemeritiiah yang dapat 
diopemsikan dengin
Ifknoiogi mformasi

Pengemhangan Kormmikasi. 
infnnnasi dan media massa

Tcrt^ianya sarana lelekomunikasi dan 
infonnasi yang mendukung pelayanan 
keoada oiasvarakat

<>5 komunikasi dan
Infurmatika

Calm pan pub'ikas hasil-hasd
pembangunan

100

Pengkajian dan pencil .ian bidang 
infonnasi dan k<miunikasi

Kebijakan ceknis di bidang pembexitaan.
pengumpulan dan dislribusi infonnasi dan 
protokol

7

Fasiliiasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi

Tersedianya kclompok mformasi
masj*arakat yang aktU'

50

Kerjasama inkiniias] das media
massa

Terwujudnya penyebarluasan infonnasi 
Dcmb^gunan daerah

91

_------------------------------- —

Rumusan kebijakan teknis kerjasams 
infonnasi dengan media massa

6
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iro ScMrms PR(X»AM DfDIKATOR PROGRAM
Capa tan Kiaeija Penngkat Daerah |PD) 

P#manaynna latreb
3019 UniMA

1 2 3 4 5 6

7.1.2. Paxtwla«t«

Mo>ingkauiya popularitas 
day« uhk produk dan 
potensi daerah BoyolaJi

F^ngembangan Deatinasi Panwisaia Mcningkamya Kunjungan Wisaiawan
Nusantara.

443.311 PAkjWISATA

Meningkainya Kunjungan Wiaatawan 
Mancancgara.

2,064

Proaentasc saiana dan prasarana 
panwisata yang layak

70

Poicnsi wisata yang akan dibangun mcnjadi 
obyck uisau

1

Proscntasc pcningkatan jumlah pelaku 
usaha panwisata

S

Pengembangan IVmasaran 
fenwiaata

Cakupan Sarana Proniosi Panwisata yang
dikcmhangkan

100

Kcoaaama Promosa antar dactah 2

Ptngcmbangan Kemitraan Dcsa Wisata 6
Keiompok Sadar Wisata 15

Kdnadmnui
PengcmUangan Nilai Budaya Budaya tradid bkai yang dnestarikan 10 KEBUDAYAAN

Pengelolaan Kckayaan Budaya Pro&enca&c benda, situs dan kawasan 
budaya yang dilestaiikan.

96

Pengclolaan Keragaman Bud^ Tempat p^nycleng^raan kcgiaian scni dan 
budaya

U

Pdaku srm budaya yangdiirsiarikan dan 
dikcmbannkan

41

Pelaksanaan Geiar Seni dan Budaya 58
Event sem dan budava 4
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDaNAAN DAERAH

Dalam rangka perwujudan target pernbangunan daerah serta untuk 

menjaga konaistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaks&nakan 

perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan 

mempe rh atikan:

a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah 

yang belum terakomodir pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBDj Tahun Anggaran 2019;
b. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan 

menampung kegiatan yang mengalami pergeaeran anggaran;
c. Mcngakomodasi penyelesaian capaian RPJMD Kabu paten Boyolali 

Tahun 2016-2021.

RKPD Tahun 2019 yang disusun pada Tahun 2018 merupakan 

dokumcn perencanaan yang harus mengalami penyeauaian karena 

adanya amanat regulesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 yang mengamanatkan tentang pembagian kewenangan berdasarkan 

urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah. Pada saat penyusunan 

RKPD Tahun 2019, berdasarkan Peraiuran Daerah Kabu paten Boyolali 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabu paten 

Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 leniang Perubahan Ataa Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukun dan Susunan Perangkat 
Daeralt dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Kecamatan Gladakaari, kecamatan Taman sari, dan 

Kecamaian Wonosamudro, tcrdlri dari 31 Perangkat Daerah (di dalamnya 

termasuk 10 Bagian di Setdaj, 22 Kecamatan dan 6 Kclurahan.
Berikut kami sajlkan Tabel Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan 

Kegiatan dalam RKPD 2019,
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Tabcl V. I
KKKAPITULASI JUMLA]^ PROGRAM, KEQIATAN DAN ANGOARAN PD 

PADA RKPD KAnUPATKN BOYOIAU TAHUN 2019

NO ORGAinSASI PERAKOKAt 
DAERAK JUMLAH A5 GO ARAN

Juinlah

Program Kegiutaa
1 DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN
155.465.043.165 11 72

2 DINAS KESRHATAN 101-869.977,000 17 54
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PANDAN .ARANG
119-981.000.000 3 3

4 RUMAH SAKJT UMUM DAERAH 
WARAS WIRIS

53.700.000.000 4 5

5 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMO

50.213.555.000 2 4

6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN KUANG

183.134.999.000 15 38

7 DINAS PERUMAH.AN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN

22.908.500.000 7 25

8 SATUAN POLISI PAMONO PRAJA 6.935.547.500 7 31
9 KANTOR XESATUAN BANOSA DAN 

POLI'HK
2.206.227.500 8 34

10 BAD AN PENAMOOU1j\NGAN
BEN CAN A DAERAH

7,992.450.000 4 56

11 DINAS SOSIAL 9.327.125.000 9 37
12 DINAS KETAHANAN PANG AN 2.404.000.000 5 31
13 DINAS UNGKUNGAN HIDUP 62.661.150.000 9 ^ 44

14 DISDUKCAPII. 7.614,500.000 5 36
15 DINAS PF.MBKRDAYAAN

MASYARARAT CAN DESA
6.928.000,000 10 36

16 DINAS PENGENDAUAN PENDUDUK. 
KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERUNDUNOAN ANAR

9.345.990.000 15 51

17 DINAS PERHUBUNGAN 46.717.913.000 n 38
18 DINAS KOMINFO 12,460.700.000 9 33

'49'19 DINAS KOPERASI DAN TENAGA 
KERIA

3.961.755.000 11

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PERIJINAN TKRPADIJ SATU PINTU 
iPrSP)

2.093.500.000 7 29

21 DINAS PGMUDA, OLAH RAOA DAN 
PAKIWISATA

14.312.348.050 12 48

22 DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN

3.450.000.000 9 36

23 DINAS PERTANIAN 16.576.324.000 9 42
24 DINAS PETERN.^KAN DAN

PERlIvANAN
12-829.797.000 11 43

25 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN

102-896.466 450 12 40

26 SEKRETARIAT DAERAH 15.596.647.500 39 82
27 . SEKHETARIAT DPRD 29.942.200.000 5 30

28 KEC. BOYOLALI 574.643.000 12 35

29 Kclurahan Banaran 381.100.000 9 28

30 Kelurahan PuUaen 822.800.000 8 24
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RO ORGAHtSASI PERAHGKAT JUMLAH AHGOAJRAH
Jumlah '

DAE RAH Program Kegiatan

31 Kdurahan Siswodipuran 1.463.000-000 7 23

32 1 KEC. MUSUK 1.030.300.000 12 36
33*^ KEC. MOJOSONOO 1.171,308.000 10 31

34 Kdurahan Mojosongo 2.661.300.000 7 25

35 Kdurahan Kemiri 1.684.910.666 8 26

36 KEC.TERAS 1.120.150.000 12 34

37 KEC. BANYUDONO 1,027.900.000 13 31

33 KEC. SAWIT 1.227.700.000 12 33

,-5<J KEC. SAMBI 865.000.000 12 34
40^ KEC. NGEMPLAK 592.994.000 12 34

4 1 KEC. SIMO 1.130.750.000 10 31

42 KEC, N(KJOSARI 916,594.000 12 3V
^3 KEC KLEGO

l.n8.900.0001 11 36
1 44 KEC. AN DONG 2.539.700.000 13 41

45 KEC. WONOSEGQRO 2.279.764.000 12 38

1 46 KEC. KARANOOEDE 1.304.'7S0.000 12 33

47 KEC, KEMUSU 856.500.000 12 36

4*8 KEC. JCWANQI 544.500.000 n 32

49 Kelurahan Sambeng 1.542.850.000 9 28

50 KEC. AM PEL 848.050.000 12 34

51 KEC. CEPOGO 1.519.660.000 12 35

[_ 52 KEC-SELO 1.059.667.000 12 38

53 INSPEKTORAT 2.602.000.000 5 34

54 BAD AN PERENCANA, UT DAN BANG 5.172.167,000 16 56

55 BADAN K EUAN GAN DAERAH 35.993.735.000 7 64

56 BAD AN KE PEG AW.MAN.
PENDID1KAN DAN PELATIHAN 
DAERAH

8.979.800.500 10 45

TOTAL 1.150.058.207.665 576 ] 2.03T1

label V .2
Rekapitulasi Jumlah Anggaran clan Kegiatan PD 

Pad a Peru l>a ban RKPD 2019 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019
1

FBHTB8UA1AN
PSRUBAHAN RKPD 2019

NO ORGAN 18Afil PBRA50KAT 
DAERAH DALAM PPAS 

2019 JUULAH
ANOOARAN

JUMLAH
PRO

GRAM

JUMLAH : 
KEOIAT 1 

AN

1 DINAS PRNDtDTKAN DAN 
KBBUDAYAAN

110 932.723.000 146 338.855.300 11 oR

2 DINAS KKSEHATAN B7.374-230.000 100.498.437,000 17

3 RUMAH SAKIT UMUM
DAS RAH PAN DAN ARANQ

136.126.080,000 109,990,UUU.UOU 2 2

4 RUMAH SAKIT UMUM
nftPRAH WARAS WIRIS

38.566.903.000 23.258,497.000 3 4
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0RGAN18A8I PERANOKAT 
DASRAH

PEJ7YE8UA1AN PEROBAKAN RKPD 2019 1

NO DALAV PPA8 
2019 JUML.VH

ANGQARAN
JUMXAH

PRO
GRAM

JUHLAJi
KEQIAT-

AN
5 KUMAII SAKIT UMUM

DAEKAH SIMO
38.474,699.000 39.765.442.01X) 2 4

6 DINAS PRKEkJAAN UMUM 
DAN PF.NATAAN RUANG

217.861.477,000 241.541.219,300 15 37

7 DINAS PRRUMAHAN DAN 
KAWASAN PRRMUKIMAN

4.193.930.000 4.301.055.400 6 23

ft SATUAN POLISl PAMONO 
PRAJA

5.706.650,000 4.478.054.620 6 21

9 KANTOR KESATUAN 
bANGS-A DAN POI.ITIK

1.621.913.000 1.626.973.000 8 34

ID liADAN HENANGOULANOAN 
tlENCANA DAERAH

4.154.195.000 4.761.870.000 3 43

U DINAS SOSlAJ- 4.272.700.000 4.326.910.000 9 37

12 DINAS KETAHANAN PANG AN 1.703.930.000 2.400.836.000 5 28

13 DINAS LI NGKUNOAN HIDUP 47.812.397.000 49-307.169.000 n 44

14 DISDUKUAPIL 5.705.132.000 6.717.142.000 5 35

15 DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA

8.945.098 000 9-698.835.000 10 30

16 DINAS P ENG LN DA LI AN 
PENDUDtJK, KELUAROA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

7.490.881.000 8.043.150.000 15 44

17 DINAS PERHUBUNOAN 30.699.463.000 31.133,205.000 10 36

18 DINAS KCMlNFO 13.868.360.000 15.536.540.000 7 31

ID DINAS KOPERASI DAN 
TENAGA KERJA

3.005.523.000 4.277.223.000 n 47

30 DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PERU (NAN TERPADU 
SATU PlNXn fPTSPI

1.339.840.000 1.839,840.000 7 27

ai DINAS PEMUDA, OLAH
RAO A DAN PARIWISATA

26.871.204.000 41.654.920.000 10 40

22 DINAS KliARSlPAN DAN 
PERPUSTAKAAN

1.656.000.066 4.231.000,000 9 29

23 DINAS PERTANIAN ll.U 0.539.000 13.427.965.000 ft 44

24 DINAS PETERNAKAN DAN 
PERIKANAN

4.244.24 l.OOO 5,463.025.000 7 31

25 DINAS I'EUDAGANGAN
PERINDUSTRIAN

4 3.939.587.000 68.837.315.000 10 38

26 SRKkETARIAT DAERAH 16.799,142.000 19.754.091,800 39 98

27 SEKRETA RIAT DPRD 23.953.760 000 30.508.166.500 5 30

26 KEC BOYOLALI 489.715.000 757.140.000 14 34

29 KELURAHAN BANARAN SOU.000.000 1.158.941.000 6 2‘1

30 KEI.URAHAN PULISBN 800,000.000 1.146.541.000 7 21

31 KELURAHAN
smwonfpiiRAN

800.000.000 1.261.341.000 6 22

32 KEC. MUSUK 989.392.000 1.355.195.000 14 34

33 KEC, TAMANSARl 0 486.240.000 14 30

34 KEC. MOJOSONOO 693.637.000 1.409.115.000 12 .33

35 KELURAHAN MQJOSONGO 800.000.000 1.675.189.800 7 23

36 KELURAHAN KEMIRl 960.000.000 1.311.401.000 8 24
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OROAJflSASl PERAItOKAT 
DA£RAH

PBNYE8UA1AN PBRUBAHAN RKPD 2019

iro DALAM PPAS 
7.019 JUMLAH

ANOOARAN

JUMLAH
PRO

GRAM

JUMLAH
KCGIAT-

AN
37 KEC. TER AS 546.765.COO 1.217 736.800 14 37
38 KEC. BANYdDONO i.205.930.000 2.002.553.000 14 “3^

39 KEC. SAWIT 577.378,000 1.230.648.000 14 33
40 KEC. SAMBl 549.140.000 1.481.780.000 14 36
41 KEC. NGEMPLAK 534.395.000 955.1S5.000 14 36
42 KEC. SlMO 529.506.000 818.846.000 12 31
43 KEC. NOOOSARl 570.075.000 985.075.000 14 36
44 KEC. KLECiO 567-150,000 1,012.212,000 12 38
45 KEC. ANDONG 526.980.000 1.111.980.000 16 41
46 KEC. WONOSEGORO 1.239.525,000 1.844,525.000 14 35
47 KEC WONOSAMOORO 0 620.397.000 10 28
48 KEC, KARANGGEDE 519.362.000 834.362.000 14 32
49 KEC. KEMUSU 505.095.000 1,039.345.000 12 37
SO KEC, JUWANGI 497.160.000 1.136,982.000 13 32
51 KELURAHAN SAMBESG 800.000.000 1.174.901.000 7
52 KEC. AM PEL 872.752,000 837.752 000 13 35
53 KEC, gladaosar: 0 864.220.000 12 37
54 KEC, CEPOOO 535.282.000 1.001.527.000 8 19
55 KEC. SELO 520,535.000 810.235,000 14 36
50 JNSPEKTORAT 1,336.980.000 1,069.141,508 S 32
57 badan PERENCANAAN. 

PENELrriAN DAN 
PENOBMDANGAN DAERAH 
(BP3DI

4.166.730.000 4.411,730.000 16 44

58 BADAN KEUANGAN DAERAH 
fBKDl

24.180.487.000 36.753.803.800 7 52

59 BADAN KEPBOAWAIAN
PEN DID 1 KAN DAN
PELATIHAN DARRAH 
fBKP2DI

8.321.780.000 11.553.486.000 9 37

TOTAL
938.36S.876.000 1.080.037.233.8Sa 619 2.007

Program dan kegiatan pada Peru bah an RKPD Tehun 2019
pelaksanaaj^ya dilakukan untuk ;
1} Melakukan efesiensi dan efckUntas pelaksanaan kegiatan;
2) Penyesua^an kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilak&anakan 

atau terdapat kendala pada anggaran induk balk berupa opiimalisasi 
dana maupun penyeauaian sasaran dan lokaai kegiatan;

3) Melaksanakan kegiatan yang masib mengalami kekurangan 

dalam pendanaanya;
4) Menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
An^aran RKPD 2019 Peru bah an Belanja Langaung Bcrdasarkan Misi Bupati
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REKAPITULASI USULAN RKPD 2019 PERUBAHAN

NO OROANISASI PBRANOKAT PAGU RKPD 
PERUBAHAN 
TAHUK 2019

JUMLAH
DABRAH PROGRAM KEGIATAN

1 DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN

146 338.855 300 11 68

2 DINAS KESEHATAN 100.498.437.000 17 55
3 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH PANDAN ARANO
109.990.000.000 2 2

4 RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH WARAS WIRIS

k 23.258.497.000 3 4

5 RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH SlMO

39.765.442.000 2 4

6 DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG

241.541.219.300 15 37

7 DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN

4.301.055.400 6 23

8 SATUAN PCLISI PAMONG 
PRAJA

4.478.0S4.620 6 21

9 KANTOK KESATUAN
BANOSA DAN POLITIK

1.626.973.000 8 34

; 10 BADAN PENANOGULANGAN 
BENCANA DAERAH

4.761.370.000 3 43

1 1 DINAS SOSIAL 4,326.910.000 9 37
12 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.400.836.000 5 28
13 DINAS UNGKUNGAN HIDUP 49.307.169.000 11 44
14 DlSDUKCAPlL 6.717.142.000 5 35
15 DINAS PEMBEKDAYAAN

MASY ARARAT DAN DESA
9.698.835.000 10 36

16

1

DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK. KELUAROA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN
PERU N DUNG AN ANAK

8.043.150.000 15 44

17 DINAS PERHUBUNGAN 31.133.205.000 10 36
18 DINAS KOMINFO 15 536.540.000 7 31
19 DINAS KOPERASI DAN

TEN AO A KERJA
4.277.223.000 11 47

20 DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PERIJINAN TERPADU 
SATU PINTU {PTSPl

1.339.840.000 7 27

21 DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA DAN PARIW1 SATA

41.654.920.000 10 40

22 DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN

4.231.000.000 9 29

23 DINAS PERTANIAN 13.427.965,000 8 44
24 DINAS PETERNAKAN DAN 

PERIKANAN
5,463,025.000 7 31

25 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN

68-837.315.000 10 38

26 SEKRETARIAT DAERAH 19.754.091-800 39 98
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KO OROANISASI PBRANQKAT PAGU RKPD 
PBRUBAHAK 
TAHUN 2019

JUMLAH
DAERAH PROGRAM KBGIATAN

27 SEKRETARIAT DPRD 30.508.166,500 5

1 1 1 |c

28 KEC. BOYOLALI 757,140.000 14 34-J
29 KELURAHAN BANARAN 1.158.941.000 8 24
30 KELURAHAN PUUSEN 1.146.541.000 7 21
31 KELURAHAN

SISWODIPURAN
1.261.341.000 6 22

32 KEC. MUSUK 1.355.195.000 14 34
33 KEC, TAMANSARl 486,240.000 14 30
34 KEC. MOJOSONOO 1.409.115.000 12 33
35 KELURAHAN MOJOSONOO 1.675.189.800 7 23
36 KELURAHAN KEMIRl 1.311.401.000 8 24
37 KEC. TERAS 1.217.736.800 14 37
38 4 KEC. BANYUDONO 2.092.553.000 14 32
39 KEC. SAWIT 1.230.648.000 14 33
40 KEC, SAMBl 1.481.780.000 14 36
41 KEC. NGEMPt AK 955.155.000 14 36
42 KEC. SIMO 918.846.OCO 12 31
43 KEC. NOGOSARI 985.075.000 14 36
44 KEC. KLEGO 1.012.212,000 12 38
45 KEC. ANDONG i.in .980.000 16 41
46 KEC. WONOSEGORO 1.844..525.000 14 35
47 KEC. WONOSAMODRO 620.397 000 10 28

1 48 KEC. KARANGOEDE 834.362.000 14 32
49 KEC. KEMUSU 1.039.345.000 12 37
50 KEC. JUWANOI 1.136.982.000 13 32
51 KELURAHAN SAMBENO 1.174.901.000 7 20
52 KEC. AMPEL 837.752.000 13 35
53 KEC. OLADAGSARl 864.220.000 12 37
54 KEC. CEPOGO 1.001.527.000 8 19
55 KEC.SELO 810.235.000 14 36
56 INSPEKTORAT 1.969.141.568 5 32
57 BADAN PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 
fBP3D)

4.411.730.000 16 44

58 BADAN KEUANGAN DAERAH 
fBKD)

36.753.803.800 7 52

59 BADAN KEPEGAWAIAN 
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH 
fBKP2Dl

U.553.486.000 9 37

TOTAL 1.080.037.233.888 619 2.007
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BAB VI 
PENUTUP

Pcnyusunan Perubahan RKPD Kabupatcn Boyoiali Tahun 2019 

merupakan bagian dan upaya menjaga konsiatenai antara perencanaan dan 

penganggaran Berangkat dan kebutuhan yang lerangkum dari hai>il 
pengendalian dan evaluasi beijalannya program/kegi a tan dan kerangka 

pendanaan, mclalui Perubahan RKPD Kahupaten Boyoiali Tahun 2019 mi 
diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan di Kabupacen Boyoiali. Perubahan RKPD Kabupatcn Boyoiali 
Tahun 2019 akan membantu daJam mendorong tercapainya lujuan 

pembangunan Boyoiali aebagaimana tertuang daiam RPJMD Kabupatcn 

Boyoiali Tahun 2016*2021.
Perubahan Rencana Keija Pemorintah Daerali (RKPD) Kabupatcn 

Boyoiali Tahun 2019 didasarkan pada basil evaluasi pelaksanaan RKPD 

Kabupatcn Boyoiali Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II (Posiai Bulan 

Mei) dan perubahan dinamika daiam pelaksanaanya diantaranya 

pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran aebelumnya yang 

berdampak pada kerangka pendanaan pembangunan.

Daiam implementasi dokumen r^erubahrn RKPD 2019, diperlukan 

konsistensi dan komitmen seluruh Perangkai Daerah scna dukungan dari 
seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkroniaaei dan sinergitas 

guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara eiisien 

dan efektif.
Dokumen Perubahan RKPD Kabupatcn Boyoiali Tahun 2019 ini 

menjadi pedoman daiam penyusunan Keoijakan Umum Perubahan APBD 

(Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(Perubahan PPASj APBD Kabupatcn Boyoiali Tahun 2019, untuk selanjurkan 

menjadi dasar daiam penyempumaan kebijakan maupun rencana 

pelaksanaan program pembangunan sekaJigus untuk tTiCnjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran sebagai landasan 

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Kabupatcn Boyoiali Tahun 2019.

Keberhasilan Pembangunan Daerah selain ditentukan olch ku a litas 

Procluk Perencanaan, juga sangai ditentukan olch sikap, mental, itikad baik, 
lekad dan semangat, kejujuran, disiplin dan integritas yang tinggi dari para

• 102-



pelaku pembangunan (s^afcehoWers) dalam mengimplementasikan rencana. 

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu mcnjawab 

dan mengurangi pcrmasalahan yang ada. dan memanfaatkan sena 

mcngelola potensi somber daya yang dimiliki, yang semuanya akan 

bermuara pad a peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BOYOLAU,

SENO SAMODRO
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 29 TAHUN2019
TANOGAL 5 JUU 2019
TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2019

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019
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